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ABSTRACT 

 

Research on “Legal Politics of the Ministerial Decree as a Mechanism for 

Dissolution of Ormas; Human Rights Review on Executive Authority in Law no. 16 

of 2017 concerning Social Organizations”, namely, raising the issue of the 

mechanism for the prohibition and disbandment of Ormas in the perspective of legal 

politics and the doe process of law. Joint Decree Number 220–4780 Number MH 

14.HH.O5.05 of 2020, Number 690 of 2020 concerning Prohibition of Activities and 

Use of FPI symbols. 

The metode of research used is normative juridical research with a statutory 

approach and conceptual approach. Legislative approach through Law No. 16 of 

2017. While the conceptual approach, through the concept of due process of law, the 

theory of the rule of law and the theory of Political Law.  

The results of the research conclude that the legal politics of the mechanism 

for the prohibition and disbandment of Ormas, begins by incorporating new norms 

into the Ormas law, including the contrarius actus principle, and removing the articles 

in the Ormas Law which regulates the process of prohibiting and disbanding Ormas 

through the judiciary. and make Pancasila the sole basis of the Ormas. One of the 

implications of this change is the issuance of the Decree for the Dissolution of FPI 

220–4780 Number MH 14.HH.O5.05 of 2020, Number KB/3/X10/2020 Number 320 

of 2020, concerning the prohibition of activities, the use of symbols and attributes 

and the termination of activities. FPI organizations. From a human rights perspective, 

the disbandment of FPI does not violate human rights, because freedom of 

association and assembly is a dirogable right that can be limited by the state as long 

as it does not conflict with the constitution. Meanwhile, the due process of law 

perspective considers that the substance of the due process of law principle in the 

prohibition and dissolution of FPI Ormas does not lie in the formality of holding a 

judicial process, because the court is considered not the only basic procedural right. 

Rather, it lies in the implementation of reasonable, just and proper principles in 

observing the violations committed by the FPI.  

 

Keywords: Legal politics, Ormas, Human Rights, due process of law 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ix 
 

ABSTRAK 

 

Penelitian tentang “Politik Hukum SKB Menteri sebagai Mekanisme 

Pembubaran Ormas ; Tinjauan HAM terhadap Kewenangan Eksekutif dalam 

UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan” yaitu, 

mengangkat masalah mekanisme pelarangan dan pembubaran Ormas dalam 

perspektif politik hukum dan doe process of law.Bertujuan untuk menjelaskan 

dan menganalis bagaimana politik hukum SKB sebagai mekanisme 

pelarangan dan pembubaran Ormas serta bagaimana substansi asas doe 

process of law menganalisis Surat Keputusan Bersama Nomor 220–4780 

Nomor MH 14.HH.O5.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020 Tentang 

Larangan Kegiatan dan Penggunaan simbol FPI. 

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif 

dengan pendekatan perundang–undangan dan konsep. Pendekatan perundang 

–undangan melalui UU No. 16 Tahun 2017. Sedangkan pendekatan 

konseptual, melalui konsep due process of law, teori supremasi hukum dan 

teori Politik Hukum.  

 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa politik hukum mekenisme 

pelarangan dan pembubaran Ormas, dimulai dengan memasukkan norma baru 

ke dalam undang–undang Ormas, mencantumkan asas contrarius actus, dan 

menghapus pasal–pasal di dalam UU Ormas yang mengatur tentang proses 

pelarangan dan pembubaran Ormas melalui kekuasaan kehakiman, serta 

menjadikan pancasila sebagai asas tunggal Ormas. Salah satu implikasi dari 

perubahan tersebut ialah terbitnya SKB Pembubaran FPI 220–4780 Nomor 

MH 14.HH.O5.05 Tahun 2020, Nomor KB/3/X10/2020 Nomor 320 Tahun 

2020, Tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta 

penghentian kegiatan Ormas FPI. Dalam perspektif HAM permbubaran FPI 

tidak melanggar HAM, karena kemerdekaan berserikat dan berkumpul ialah 

hak dirogable yang dapat dibatasi oleh negara sepanjang tidak bertentangan 

dengan konstitusi. Sedangkan persepektif  due process of law menilai bahwa 

substansi asas due prcess of law dalam pelarangan dan pembubaran Ormas 

FPI, tidak terletak pada formalitas terselenggaranya suatu proses peradilan, 

karena pengadilan dianggap bukan satu–satunya basic procedural righ. 

Melainkan terletak pada terlaksananya asas reasonable, just dan proper dalam 

mencermati pelanggaran–pelanggaran yang dilakukan FPI.  

 

Kata Kunci : Politik hukum, Ormas, HAM, due process of law    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pasca diterbitkannya Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang 

telah diubah ke dalam Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 

2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perubahan Undang–Undang 

Nomor 17  Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah 

telah membubarkan dua Organiasasi Masyarakat (Ormas) yaitu Hisbut Tahrir 

Indonesia
1
 ( HTI ) dan Front Pembela Islam ( FPI )

2
. Pembubaran terhadap 

dua ormas tersebut dilakukan Pemerintah melalui mekanisme yang berbeda. 

HTI dibubarkan Pemerintah dengan mencabut status badan hukum ormas 

HTI, dalilnya Pasal 62 ayat (3) dan FPI dibubarkan melalui penerbitan Surat 

Keputusan Bersama ( SKB ) Menteri dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, 

Kepolisian dan Kepala Badan Penanggulangan Terorisme. Baik HTI dan FPI 

                                                           
1
Pemerintah membubarkan Hisbut Tahrir Indonesia berideologi khilafahh 

ttps://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14070141/pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indone
sia?page=all.  

2
 Pemerintah resmi bubarkan Front Pembela Islam ( FPI ) dan melarang setiap kegiatan yang 

dilakukan atas nama FPI. https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/14545951/6-alasan-
pemerintah-bubarkan-dan-larang-kegiatan-fpi?page=all 

 

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/14545951/6-alasan-pemerintah-bubarkan-dan-larang-kegiatan-fpi?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/14545951/6-alasan-pemerintah-bubarkan-dan-larang-kegiatan-fpi?page=all
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dibubarkan, secara umum karena terbukti memiliki ideologi dan atau paham 

yang bertentangan dengan ideologi Negara. HTI merupakan ormas yang 

mencita–citakan tegaknya Khilafah islamiah dan Negara Indonesi berdasarkan 

syari’at islam. Sedangkan FPI dibubarkan karena beberapa temuan 

menyebutkan, asas organisasi FPI dianggap tidak senyawa dengan semangat 

ideologi pancasila dan karena telah terbukti sejumlah anggota FPI terlibat ke 

dalam organisasi gerakan terorisme.
3
 Menurut data laporan Datasemen 

Khusus ( Densus ), Pemerintah menyebut ada 35 pengurus dan anggota FPI 

yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat dalam aksi tindak 

pidana terorisme.
4
 

Pembubaran FPI melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 220 

– 4780 Nomor MH 14.HH.O5.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, 

Nomo 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/X10/2020 Nomor 320 Tahun 2020, 

keseluruhan berisi tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut 

serta penghentian kegiatan organisasi. SKB tersebut sebagaimana dijelaskan 

dalam pertimbangan pembubaran ialah bertujuan untuk menjaga eksistensi 

ideologi pancasila, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, keutuhan Negara Republik Indonesia dan Binneka Tunggal Ika.
5
  

                                                           
3
 Eddy Hiariej, dalam Konferensi Pers Pembubaran Front Pembela Islam, di Kantor Kemenko 

Polhukam, Tanggal 30 Desember 2020  
4
 Lihat Laporan Kompas.com Pemerintah sebut 35 anggota FPI terlibat tindak pidana 

terorisme, tanggal 30 Desember 2020 
5
 Dokumen Surat Keputusan Bersama Nomor 220 – 4780 Tahun 2020, penjelasan di dalam 

Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta 
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Dasar hukum SKB di dalam membubarkan ormas FPI tersebut ialah 

mengacu pada ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang–Undang Nomor 16 Tahun 

2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang - Undang 

Nomor 2 Tahun 2017 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor MK No. 

82/PUU-XI/2013. Pasal 62 ayat (2) berbunyi; dalam hal Ormas tidak 

mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu tuju hari, Menteri dan 

menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak 

asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian 

kegiatan. Walaupun dalam ayat (2) frasa surat keputusan bersama 

pembubaran terhadap ormas tidak tertulis secara tersirat dan tidak masuk di 

dalam ketentuang pasal – pasal atau ayat yang ada di dalam UU. Tetapi SKB 

dianggap legal karena dikeluarkan oleh lembaga eksekutif yang diberi 

kewenangan oleh UU Ormas. 

 Kasus pembubaran ini, merupakan kali kedua pemerintah eksekuitif 

membubarkan organisasi masyarakat tanpa melewati uji pengadilan. Padahal  

normalnya, mekanisme pembubaran organisasi masyarakat sebelumnya, 

dilakukan mengikuti ketentuan dan aturan yang ada di dalam Undang-undang 

Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yakni dengan 

melalui mekanisme pradilan pasal 65, pasal 70, pasal 72 sampai pasal 78. 

Bahkan Ormas yang dijatuhi sangsi oleh putusan pengadilan dapat melakukan 

upaya kasasi terhadap putusan pengadilan sebagaimana dijelaskan di dalam 

                                                                                                                                                                      
penghentian kegiatan organisasi Fron Pembla Islam  
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ketentuan pasal 73 ayat ( 1) ; Putusan pengadilan negeri dapat diajukan upaya 

hukum kasasi. Akan tetapi, dalam kasus pembubaran melalui SKB telah 

terjadi kealpaan peradilan, sehingga karena terjadi kealpaan peran peradilan 

tersebut maka terjadi perdebatan di kalangan sarjana hukum tata negara di 

Indonesia. 

Perdebatan mengenai tidak adanya mekanisme hukum peradilan 

tersebut ; dan hanya melalui pencabutan dan SKB Menteri, telah menyisakan 

diskursus secara terus menerus di kalangan para akademisi dan praktisi 

hukum. Alasannya pembubaran organisasi masyarakat  dengan tanpa adanya 

proses pengadilan, bisa jadi bertentangan dengan asas due process of 

law, yang telah menjadi prinsip pokok negara hukum. Bahkan lebih eksrim  

akan berpotensi melanggar hak asasi manusia. 

 Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Indra Perwira, 

mengatakan bahwa tidak adanya proses hukum “peradilan” terhadap 

pembubaran ormas FPI “berpotensi” melanggar hak asasi manusi.
6
 Bahkan 

bisa bertentangan dengan konstitusi pasal 28 yang mengatur kebebasan 

berserikat dan berkumpul warga Negara.  

Masih dalam pendapat yang sama, Indra Perwira juga mengatakan 

bahwa secara prosedural, keputusan Pemerintah untuk membubarkan ormas 

melalui SKB, tidak cukup mengikuti prosedur yang ditetapkan undang-

                                                           
6
 https://www.cnnindonesia.com/tag/pembubaran-fpi diakses tanggal Rabu 24 Maret 

20201Jam 10.35  

https://www.cnnindonesia.com/tag/pembubaran-fpi
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undang. Padahal lebih jauh dari itu, doktrin due process of law menghendaki 

agar lembaga legislatif mengatur prosedur yang memadai. Atau setidaknya, 

materi yang dianggap krusial (penting) tentang mekanisme pembubaran 

ormas, ialah absennya peran kekuasaan kehakiman dalam 

melakukan preview  terhadap keputusan Pemerintah dalam pembubaran 

ormas.  

Namun ada pendapat lain yang bertolak dari pandangan di atas, ialah 

pandangan Indriyanto Seno Adji, yang mengatakan bahwa keputusan 

Pemerintah membubarkan dan melarang Ormas FPI memiliki legalitas yang 

dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. SKB bahkan dinilai memenuhi 

syarat kongkrit yang diatur di dalam UU. Menurut Seno Adji, Kementrian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), memiliki kewenangan 

mengevaluasi status hukum Ormas. Bahkan dalam pandangan Seno Adji, jika 

dikaji secara lebih detail, FPI dapat dianggap sebagai Organisasi Tanpa 

Bentuk (OTB), karena FPI tidak terdaftar di Kemenkumham dan tetap 

beraktivitas. Selain juga telah ditemukannya Anggaran Dasar (AD) FPI 

bertentangan dengan Undang-Undang Ormas pasal 1  Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2017. Ditambah kegiatan yang dilakukan FPI merupakan bentuk 

pembangkangan terhadap Pancsila dan UUD 1945.  

Lebih jauh Seno Adji berargumen bahwa apabila FPI mengajukan 

gugatan atas diterbitkannya SKB oleh Pemerintah, FPI bahkan dianggap tidak 

cukup memenuhi syarat diujikan, dikarenakan tidak memiliki legal stending 
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sebagai Ormas berbadan hukum atau subek yang dapat mengajukan gugatan 

ke pengadilan.
7
  

Namun demikian, masih banyak pendapat lain, bahwa dalam masalah 

pembubaran FPI telah dinilai terjadi penyempitan tafsir hukum Ormas, ke 

dalam hukum administrasi ansih, sehingga mengabaikan proses pengadilan, 

dengan hanya memberi pembenaran pada asas contrarius actus
8
  yang dianut 

di dalam hukum administrasi. Asas contrarius actus tersebut merupakan 

konsekuensi dari UU No. 16 Tahun 2017 yang mempersingkat proses 

pelarangan dan pembubaran Ormas.  

M. Lutfi Chakim, mengutip Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri 

Djatmiati, menjelaskan asas contrarius actus adalah asas yang menyatakan 

Badan atau Pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Keputusan dalam 

urusan tata usaha Negara, dengan sendirinya juga berwenang untuk 

membatalkan keputusan
9
. Artinya pendapat tersebut, mengatakan bahwa 

setiap pejabat/ instansi berhak mengeluarkan dan mencabut setiap keputusan 

administratif yang dikeluarkan oleh pejabat/ instansi tersebut. 

  Sedangkan di dalam undang - undang sebelum dikeluarkan Perpu 

Nomor 2 tahun 2017, yaitu Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013, tentang 

                                                           
7
 Dikutip dari berita harian Nasional Tempo.co dipublikasi pada 3 Januari 2021 

8
Contrarius actus dalam bahasa latin diartikan sebagai tindakan pejabat Negara yang 

menerbitkan keputusan tata usahan Negara. Istilah tersebut dikenal di dalam hukum administrasi 
Negara di dalam hal menerbitkan keputusan pejabat / institusi Negara. Contrarius actus memiliki 
kekuatan yang sama dengan actus primus 

9
 M. Lutfi Chakim, Asas Contrarius actus dalam Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Majalah 

Konstitusi, Agustus 2017, 78 diakse pada Kamis 25 Maret 2021 jam 11.40 
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organisasi kemasyarakatan tidak menganut asas contrarius actus  

sebagaimana yang dituangkan ke dalam Perpu. Dalih diguanakannya asas 

tersebut menurut Lutfi Chakim, ialah karena undang – undang nomor 17 

tahun 2013, telah dianggap tidak efektif di dalam memberikan sanksi dan efek 

jera terhadap organisasi kemasyarakatan yang dinilai menyebarkan ajaran dan 

paham yang bertentangan dengan pancasila dan UUD Tahun 1945
10

. UU No 

17 Tahun 2013  yang mengatur keterlibatan peran peradilan dirubah menjadi 

lebih sederhana dengan menambah ketentuan di dalam pasal 62 ayat 1,2 dan 3 

dan menghapus sejumlah pasal yaitu pasal 63, 64, sampai pasal 80, tentang 

mekanisme pemberian sanksi yang mengharuskan pelibatan kekuasaan 

kehakiman.   

Penggunaan asas contrarius actus di dalam pembuabaran ormas ialah 

tafsir terhadap UU Ormas yang telah mengubah sesuatu yang kecil yang 

memiliki konsekuensi besar. Ialah dapat merapuhkan komitmen jaminan hak 

asasi manusia dan sendi-sendi pembangunan negara hukum. Alasannya karena 

memandang ormas sebatas sebagai institusi administratif. Padahal, ormas 

secara sosio_historis dan sunstantif merupakan perkumpulan hak – hak asasi 

individu ke dalam satu wadah Ormas yang harus diberi perlindungan. Oleh 

karenanya,  Ormas dengan sendirinya memiliki hak – hak konstitusional. Hal 

itu sama dengan hak konstitusional yang dimiliki setiap warga Negara 

Indonesia. Maka,  hak – hak mereka perlu dilindungi dan dihormati. Atas 

                                                           
10

 Ibid., 78 
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alasan penghormatan HAM Negara hukum melalui undang - undang 

membatasi Pemerintah menggunakan kekuasaan secara berlebihan. Agar hak 

warga Negara untuk hidup bebas berkumpul dan berserikat tetap terjamin.  

Kebebasan berserikat di Indonensia dalam kontek Ormas, tumbuh 

berkembang atas jaminan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Di dalam ketentuan pasal 28 UUD NRI 1945 kehidupan 

berserikat dan berkumpul bagi setiap warga Negara dijamin oleh konstitusi. 

Pasal ini, menjadi tolak-ukur (indikator) jaminan hak asasi warga Negara. 

Dengan kata lain, kebebasan berserikat dalam bentuk organisasi, bila dibatasi 

bahkan dilarang, maka sebagian pendapat mengatakan bahwa keberadaan UU 

ormas dianggap telah mereduksi ketentuan pasal 28  UUD Tahun 1945. 

Jaminan perlindunga hak berserikat dan berkumpul dituangkan di 

dalam pasal 28 yang bunyinya “ kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya diteta dengan 

undang – undang
11

”, hal ini  merupakan refleksi dari keinginan kuat bangsa 

Indonesia untuk memberi pengakuan secara konstitusional terhadap 

kebebasan berserikat (freedom of association). 

sebenarnya ide untuk mengadopsi konstitusi yang menjamin 

perlindungan hak asasi manusia di awal kemerdekaan dipelopori oleh 

Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin, dua tokoh yang mengusulkan 

                                                           
11

 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemin  
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pencantuman jaminan hak asasi manusi ke dalam UUD NRI Tahun 1945
12

.  

 Usaha Muhammad Hatta dan Yamin kemudian diakomodir ke dalam 

konstitusi, sehingga langkah tersebut dapat dipahami sebagai langkah 

progresif Indonesia mengatur hukum hak asasi manusia. Kemudian hak 

berserikat termasuk di dalam urusan asasi manusia. Salah satu  hak  berserikat 

yang berkembang di Indonesia ialah hak dalam berorganisasi. Yang kemudian 

turut dijamin di dalam UU Ormas. Tersebut adalah membuktikan Indonesia 

sebagai Negara hukum yang memiliki komitmen melindungi hak asasi 

manusia. 

 Alhasil dapat kita renungkan bahwa perjuangan agar HAM diatur ke 

dalam konstitusi tidak diperoleh dengan mudah begitu saja. Melainkan, 

melalui perjuangan yang panjang bangsa Indonesia. Artinya, jalan yang 

ditempuh untuk mencapai pengakuan hak–hak asasi manusia secara 

konstitusinal, secara eksplisit ke dalam pasal 28 di dalam UUD tahun 1945, 

dapat disebut sebagai hasil buah pikir reflektif para pendiri bangsa. Yang pada 

waktu itu, sebenarnya tidak terlepas dari gagasan hak asasi manusia di dunia. 

Di Indonesia pasal 28 tersebut sebagai instrument penting  peneguhan HAM.  

Sekaligus menjadi fase penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia 
13

.  

                                                           
12

 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara, (Jakarta, Rajawali Pers, Cetakan ke 5 
Januari 2013) hal 359 

13
 Nia Kania Winayati, Makna pasal 28 UUD 1945 terhadap kebebasan berserikat dalam 

Kontek Hubungan Industrial, Jurnal Konstitusi Volume 8, Nomor 6, Desember 2011, dikutip dari  
Soewargo Kartodihardjo, Asas – asas Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 
Yogyakarta, 1983, hal 181 
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Pada tahun 2017 , persis setalah dikeluarkan nya Perpu Ormas, indeks 

demokrasi Indonesi menurun, menurut Saiful Bahar, Dosen Hukum Tata 

Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, mengatakan salah satu 

penyebab indeks demokrasi di Indonesia turun ialah disahkannya Undang – 

Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang - Undang nomor 2 tahun 2017 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan
14

. Karena sejumlah ketentuan di dalam UU tersebut dianggap 

membahayakan kehidupan warga masyarakat Indonesia dalam berserikat. 

berkumpul dan berorganisai, Karena intisarinya, kekuasaan dapat 

menggunakan UU tersebut sebagai alat penyingkiran lawan politik.  

Dari uraian lata masalah di atas tesis ini memandang perlu mengkaji 

secara mendalam dan komprehensip tentang dialektika perdebatan hukum 

SKB dan HAM ke dalam tema Poliktik Hukum SKB Menteri sebagai 

Mekanisme Pembubaran Ormas (Tinjauan HAM Terhadap Kewenangan 

Eksekutif dalam UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan) 

 

 

 

 

                                                           
14

 Syaiful Bahar, Webinar, Mempertanyakan kepastian hukum Suat Keputusan Bersama ( SKB 
) sebagai mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan, Pasca Sarjana Magister Hukum Tata 
Negara, UIN Sunan Ampel Surabaya, Jum’at 22 Januari 2021  
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B. Identifikasi dan Batasan Penelitian 

Untuk memahami secara mudah hal-ihwal pembahasan di dalam tesis 

ini, maka peneliti memberi batasan (identifikasi) yang jelas dan bersifat 

khusus. Sehingga dimungkinkan terhindar dari kerancuan pemahaman dan 

meluasnya pembahasan. Oleh karena itu, peneliti bermaksud memberi 

identifikasi dan batasan tesis ini sebagai berikut: 

1. Kewenang eksekutif di dalam UU No 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan 

Peraturan Pemerintah  No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan 

2. Konsep Negara hukum dan hak Asisi Manusia berdasarkan asas  due 

proses of law 

Sedangkan batasan di dalam penelitian tesis ini sebagai berikut : 

1. Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945 Pasal 28E ayat (3)  

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang – Undang No 2 Tahun 2017 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan 

2. Universal Declaration Of Human Righ  Pasal 20 Ayat 1 dan, 

3.  Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
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C. Rumusan Masalah 

Untuk mempertegas masalah yang hendak diteliti di dalam tesis ini, 

peneliti membuat dua rumusan pokok masalah penelitian. Masalah penelitian 

ini nantinya akan didalami, dikupas dan dikaji secara eksplisit dan tajam 

untuk menemukan kesimpulan ilmiah yang utuh. Berikut kerangka rumusan 

masalah penelitian tesis ini : 

1. Bagaimana Politik Hukum SKB sebagai mekanisme pelarangan dan 

pembubaran Ormas dalam penetapan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 

2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – 

Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyaakatan ? 

2. Bagaimana substansi asas doe process of law menganalisis Surat 

Keputusan Bersama Nomor 220 – 4780 Nomor MH 14.HH.O5.05 Tahun 

2020, Nomor 690 Tahun 2020 ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dalam sebuah penelitian ilmiah tesis, disebutkan bahwa setiap tesis 

memiliki tujuan yang tidak sama dengan tesis lain. Penelitian hukum memiliki 

tujuan yang berbeda dengan penelitian sosial, demikian penelitian lain. Hal 

tersebut membuat setiap ragam karya ilmiah yang satu dengan yang lain selalu 

menemui kesimpulan yang berbeda, meskipun memiliki kemiripan dalam 

pembahasan isu dan topiknya. Oleh karena itu, sebagaimana rumusan masalah 

yang dibuat diatas, peneliti menyusun tesis ini dengan tujuan- tujuan berikut: 
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1. Menjelaskan dan menganalisis Politik Hukum Pelarangan dan 

Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di dalam Undang – Undang 

Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan..  

2. Menjelaskan dan menganalisis substansi Surat Keputusan Bersama (SKB) 

Nomor 220 – 4780 Nomor MH 14.HH.O5.05 Tahun 2020, Nomor 690 

Tahun 2020, Nomo 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/X10/2020 Nomor 320 

Tahun 2020 dari Persepektif HAM ditinjau dari prinsip Doe Prcess Of 

Law.   

Sadangkan  kegunaan penelitian ini, secara praktis ialah sebagai 

berikut :  

1. Penelitian ini berguna untuk memperkaya khazanah kajian di dalam 

bidang hukum tata negara 

2. Menambah referensi khusus mengenai kewenangan eksekutif dalam 

pembubaran ormas dari perspektif asas doe process of law. Kemudian, 

3. Laporan penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat memperoleh 

gelar Magister Hukum a pada Program Studi Hukum Tata Negara di 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.     
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E. Kerangka Teori  

Tesis ini disusun dengan menggunakan kerangka teori yang jelas serta 

konsep yang relevan. Hal itu dianggap perlu agar teori dan konsep dapat 

dijadikan pijakan peneliti untuk mengantarkan penelitian pada pemahaman 

yang utuh tentang suatu subyek dan topik penelitian. Jujun dan Soerya  

Sumantri, menyebut kerangka teori ialah teori –teori yang disusun yang 

mendukung terhadap penelitian. Teori – teori ilmiah inilah yang digunakan 

kemudian disebut sebagai alat bantu dalam mengurai masalah – masalah 

pokok penelitian
15

.  

Berikut ini adalah kerangka teori yang digunakan tesis ini. Kerangka 

teori di bawah ini akan digunakan peneliti untuk menganalisis politik hukum 

penerbitan SKB pembubaran Ormas dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 

Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan: 

1. Teori politik hukum  

Sebanarnya teori tentang politik hukum munncul setelah para sarjana 

hukum kecewa dan frustasi  ketika tidak dapat paham mengapa hukum 

yang bersifat ius constituendum sering bertentangan dengan ius 

constitutum. Kemudian para peneliti hukum mencari – cari alasan keadaan 

tersebut. Diantaranya Mahfud MD, Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, 

                                                           
15

 Jujun S Soerya Sumantri, Filsafat Ilmu sebuah pengantar popular, ( Jakarta : Sinar Harapan, 
1978 ), hal 316 
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yang mengatakan bahwa persimpangan antara ius constituendum dan ius 

constitutum hanya dapat dijelaskan oleh studi tentang politik hukum
16

. 

Lebih lanjut Mahfud, menjelaskan tentang politik hukum, dengan 

memberi gambaran, jika hukum diartikan sebagai “alat” untuk meraih 

cita- cita dan mencapai tujuan bangsa dan Negara, maka politik hukum 

diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan 

penetapan hukum. Dengan kata lain politik hukum ialah  usaha /upaya 

menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita – cita  dan tujuan 

politik hukum nasional
17

. Pengertian politik hukum tersebut memberi 

pemahaman bahwa hukum bisa menjadi legal bilamana mendapatkan 

kesepakatan politik. 

Politik hukum Indonesia senyawa dengan gagasan Indonesia Negara 

hukum. Negara hukum dengan sistem presidensial dan, parlemen sebagai 

satu – satunya pembuat undang - undang yang sah menurut ketentuan 

perundang – undangan. Politik hukum nasional sebagai mana pendapat 

Padmu Wahjono, ialah politik hukum sebagai “kebijakan dasar” 

penyelenggara Negara tentang arah, bentuk maupun isi hukum
18

  

 

                                                           
16

 Moh Mahfud MD, “Politik hukum dalam perda berbasi syari’ah “, Jurnal Hukum Nomor 1. 
Volum. 14 Januari 2007, 2 

17
 Ibid., 8  

18
 Padmu Wahyono, Indonesia Negara berdasarkan asas hukum, ( Jakarta; Ghalia, 1986) 

dikutip dari  Jurnal IAIN Raden Intan Lampung, Politik Hukum dan perannya dalam pembangunan 
hukum di Indonesia 
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2. Definisi Organisasi Kemasyarakatan ( Ormas) 

Menurut undang – undang organisasi kemasyarakatan (UU Ormas) 

yang dimaksud organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan 

dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan 

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdsarkan Pancasila
19

.   

Menurut Abdul Hakim, dikutip dari majalah Prisma Nomor 04 

tahun 1988,  setiap Ormas yang didirikan di negara Indonesia selalu 

mencerminkan kebangkitan golongan masyarakat
20

. Ormas juga dianggap 

sebagai cerminan kesadaran kelompok masyarakat yang secara bersama 

mengikatkan diri satu sama lain.  

Ormas di Indonesia sebenarnya sudah terbentuk semenjak awal 

abad ini dan mempunyai peran strategis bagi proses kebangsaan 

Indonesia. Bahkan, sebagian dari organisasi kemasyarakatan di Indonesia 

telah menjadi partai politik. Sebagian juga mempelopori gerakan 

kebangsaan dan sebagian juga telah menjadi organisasi keagamaan non 

politik. Ormas – ormas secara historis telah berhasil membina dan 

merawat budaya di Indonesia. Sebagian juga ikut serta melakukan 

                                                           
19

 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, BAB I 
Ketentuan Umum Pasal 1 

20
 Tirta Nugraha Mursitama, Peran dan tanggung jawab organisasi kemasyarakatan, 

http://bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-1.pdf diakse pada 25 Maret 2021 Jam 20.50  

http://bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-1.pdf
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pembanguan dan pemberdayaan masyarakat
21

.   

Menurut catatan sejarah bahwa di awal-awal menuju Indonesia 

merdeka, organisasi kemasyarakatan umumnya diprakarsai oleh kaum 

cendekiawan (intelektual). Disebutkan organisasi masyarakat pertamadi 

Indonesia ialah Boedi Utomo. Boedi Utomo sebagai organisasi pelopor 

gerakan kebangsaan, dan kemudian didukung ormas lain seperti Serikat 

Dagang Islam ( SDI ), Nahdlatul Ulama ( NU ), Muhammadiyah dan 

organisasi kemasyarakatan lain.
22

  

Kemudian prakarsa tersebut mewarnai seluruh perkembangan Ormas 

pasca kemerdekaan hingga sekarang ini. Misalnya di masa orde baru 

organisasi kemasyarakatan tumbuh berkembang dan semakin banyak 

jenisnya.
23

 Organisasi kemasyarakat dari waktu kewaktu terus semakin 

banyak dan berkembang serta memiliki kekhususan, baik secara fungsi 

maupun ideologi.  

Fungsi ormas menurut ketentuan UU Ormas pasal 5 huruf (d) ialah 

sebagai sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi 

sosial timbal balik antar anggota atau antar organisasi kemasyarakatan, 

dan antara organisasi kemasyarakat dengan organisasi kekuatan sosial 

                                                           
21

 Tirta Nugraha Mursitama, Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat, Pusat 
penelitian dan pengembangan sistem hukum, Badan pembinaan hukum nasional, kementrian hukum 
dan hak asasi manusia, Tahun 2011, hal 2 

22
 Imam Sukadi, Asas Contrarius Actus sebagai Kontrol Pemerintah terhadap kebebasan 

berserikat dan berkumpul di Indonesia, Jurnal Mimbar Keadilan, Volum 12 Nomor 2 Agustus 2019 – 
Januari 2020, 182 

23
 Ibid., 3 - 4  
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politik, badang permusyawaratan rakyat hingga pemerintah
24

. Sehingga 

secara sederhana ormas memiliki fungsi relasional yaitu sebagai sarana 

komunikasi masyarakat dengan Pemerintah. 

Dengan demikian dalam catatan Muhammad Reza Winata, bahwa 

sebenarnya eksistensi organisasi kemasyarakatan di Indonesia ialah 

merupakan wujud realisasi kebebasan berserikat dan berkumpul warga 

negara yang diatur di dalam konstitusi Republik Indonesia.
25

 Ormas juga 

perwujudan kebebasan berkumpul yang memiliki visi dan misi bersama 

kelompok dan/atau golongan. 

3. Teori Kebebasan Berserikat dan Berkumpul  

Konsep dasar tentang hak asasi manusia (HAM) bersumber dari 

dua spectrum pemikiran tentang manusia sebagai mahluk individu dan 

manusia sebagai mahluk sosial. Pendapat tentang manusia sebagai mahluk 

individu mendasarkan diri pada pandangan kaum libertarian yang 

mengatakan kebebasan adalah tuntutan manusia sebagai mahluk individu. 

Sedangkan manusia sebagai mahluk sosial muncul dari pemikian 

sosialisme yang menekankan kepentingan bersama masyarakat dan 

Negara. 

                                                           
24

 Diterjemahkan dari pasal 5 huruf d undang – undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang 
organisasi kemasyarakatan, dikutip dari Laporan Laporan pengkkajian hukum tentang peran dan 
tanggung jawab organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat, pusat penelitian dan 
pengembangan sistem hukum nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia 

25
 Muhammad Reza Winata, Politik Hukum dan Konstitusionalitas kewenangan pembubaran 

organisasi kemasyarakatan berbadan hukum oleh pemerintah, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol 
18 Nomor 4, Desember 2018, 445   
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Kedua pandangan di atas banyak dianut oleh Negara – Negara di 

dunia. Pasca deklarasi hak asasi manusia dan diterbitkannya Magna 

Charta pada tanggal 15 Juli 1215 yang berisi 63 pasal perlindungan hak 

asasi manusia. Yang intisari dari piagam tersebut berisi tiga hal penting; 

Pertama, kekuasaan raja harus dibatasi. Kedua, Hak asasi manusia lebih 

penting dari kedaulatan dan kekuasaan raja. Ketiga, tidak seorang pun dari 

warga Negara merdeka dapat ditahan dan dirampas harta kekayaanya, 

diperkosa dan diasingkan kecuali berdasarkan hukum
26

.      

Pasca deklari tersebut kemudian negara–negara di dunia 

berbondong mendukung melahirnya peraturan perundangan yang 

meratifikasi hak asasi manusia. Negara Indonesia menjadi  salah satu 

Negara yang ikut serta mendukung perlindungan hak asasi manusia. 

Indonesia ikut mendukung International covenant on civil an polical 

Rights dengan  mengesahkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 

Tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political 

Rights
27

.   

Jauh sebelum ICCPR, sebenarnya ideologi pancasila telah 

mengakui keberadaan hak asasi manusia. Pengakuan tentang HAM 

tercermin di dalam sila kedua pancasila. Prinsip kemanusain yang adil dan 

beradab adalah konsep abstrak HAM yang dianut Negara Indonesia 

                                                           
26

 Ibid,. 6. 
27

 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Coovenant On 
Civil and Political Rights 
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Lebih lanjut para pendiri Negara Indonesia meratifikasi jaminan 

HAM ke dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Undang – Undang 

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mempertegas 

konsep HAM yang terdapat di dalam butir pancasila. Dalam pasal 28 E 

ayat 1 prinsip kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat 

diakui dan dan dilindungi secara konstitusional
28

. 

Kemudian prinsip kebebasan berserikat tidak hanya diatur di 

dalam Konstitusi Republik Indonesia, melainkan juga dituangkan ke 

dalam peraturan yang lebih peraktis yaitu  Undang – Undang Nomor 39 

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan hak atas 

kebebasan pribadi yakni pasal 24 ayat ( 1 ) dan ( 2 )
29

. 

Mengenai pandangan Indonesia terhadap HAM dalam kaitan 

kebabasan berserikat dan berkumpul di dalam UU, menurut Suparman 

Marzuki, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak konsisten menggunakan satu 

perspektif. Menurut Marzuki, MK kadang menggunakan perspektif 

universal, juga menggunakan perspektif partikuler. Perspektif universal 

menyatakan HAM berlaku universal untuk semua orang dimanapun dan 

bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena ia 

manusia. Hal tersebut senyawa dengan konsederan UU NO 12 Tentang 

Pengesahan ICCPR. Setiap manusia memiliki hak asasi yang tidak boleh 

                                                           
28

 Ibid,. 2 - 3 
29

 Undang –undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia   
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diingkari dan dicabut. Sebaliknya,  perspektif partikuler mengatakan 

bahwa HAM kontekstual, bahwa tiap–tiap bangsa memiliki keunikan 

tersendiri.
30

 Pandangan Marzuki tersebut berpangkal pada putusan MK 

yang terkait dengan hak sipil dan hak politik yaitu putusan No.065/PUU-

II2004 menguji Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 

pengadilan HAM
31

. 

Dua pandangan MK yang dikemukakan di atas adalah konflik 

yang terus berkelanjutan antara dua ideologi yang berbeda dalam 

penerapan HAM di Indonesia. Pada sekala nasional ideologi 

universalisme dan ideologi relativisme budaya selalu mewarnai setiap 

wacana HAM di Indonesia
32

.  

Kemudian dalam kaitan dengan HAM, ICCPR membagi kelompok 

HAM ke dalam dua katagori yaitu : di derogable rights
33

 atau sebutan 

lainnya limitable rights dan non-derogable rights
34

. Pasal 4 dan 7 ICCPR 

menyebutkan macam – macam hak yang non-derogable righ ialah : 

1. Rights to life ( hak untuk hidup) 

                                                           
30

 Suparman Marzuki. “Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia”, Jurnal 
Yudisial, Volume 6 Nomor 3 Desember 2013,. 190. 

31
 Suparman Marzuki. “Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia” Jurnal 

Yudisial, Vol 6 Nomor 3, Dsember 2013,. 190.  
32

 Afdal, “Kritik Terhadap Epistemologi Universal Declartion Of Human Rights ; Perspektif 
Islam”, Jurnal Studi Iskam Profetika, Volume 16, Nomor 2 Desember 2016,. 123.  

33
 Derogable rights adalah jenis hak asasi manusia yang bisa dibatasi keberadaannya   oleh 

Negara sepanjang tidak terjadi desktriminasi ( rasial, suku, agama ). Pengertian ini, memiliki 
kesamaan atau sama dengan limitable rights ialah hak yang diangga bisa dibatasi oleh negera 

34
 Non-derogable rights adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dibatasi oleh Negara dalam 

keadaan apapun, temasuk dalam keadaan darurat. 
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2. Rights to be free from terture ( hak bebas dari penyiksaan ) 

3. Rights to be free from slovery ( hak bebasa dari perbudakan ) 

4. hak bebas dari penanganan karena gagal dari perjanjian utang 

5. hak bebas dari pemidanaan hukum yang berlaku surut 

6. hak sebagai subyek hukum 

7. ha katas kebebasan keyakinan, agama dan pikiran
35

 

Sedangkan  yang termasuk ke dalam kategori hak yang dapat 

dibatasi (derogable rights ) ialah  terdapat tiga jenis yaitu : 

1. hak atas kebebasan berkumpul secara damai 

2. hak kebebasan berserikat 

3. dan hak atas ekpresi menyatakan pendapat
36

  

 

4. Asas Due Proses of law di dalam Negara Hukum 

Di dalam undang – undang dasar tahun 1945 hasil perubahan, 

disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara 

hukum Menurut Haposan Siallagan, hukum Indonesia didasarkan pada 

prinsip Negara hukum secara umum. bukan Negara hukum semata the 

rule of law atau rechtsstaat, melainkan Negara hukum yang melindungi 

hak asasi manusia. Di dalamnya terdapat pemisahan dan pembagian 

                                                           
35

 Galuh Candra Purnama Sari. “Probemstiksn penerapan aturan pembatasan hak asasi 
manusia dalam konstitusi Indonesia”, Jurnal Hukum Prioris, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2017,. 186-187, 
dikuitip dari International Covenan Civil and Politic Rights ( ICCPR).  

36
 Ibid,.187  
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kekuasaan,, pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan 

pemerintahan yang didasarkan pada perundang – undangan, serta adanya 

proses peradilan
37

. 

Dalam kaitan dengan penegakan hukum, dikenal sebuah prinsip 

due proses of law
38

 ialah proses hukum yang benar dan adil sebagaimana 

di dalam hukum acara pidana
39

. Mardjono Reksodiputro, sebagaimana 

dikutip di dalam hasil laporan penelitian Dian Ratna Sari Hariyanto, 

menyebut doe process of law ialah dapat diterjemahkan sebagau proses 

hukum yang adil. Lawan dari doe process ofa law ialah arbitrary process 

yaitu proses sewenang – wenang. Menurut Mardjono, makna proses 

hukum yang adil ialah bahwa penerapan hukum dan perundang – 

undangan secara formal dan mengandung jaminan hak asassi manusia dan 

kemerdekaan warga Negara
40

.    

Due process of law ditandai dengan adanya prosese pemeriksaan 

penyelidikan dan penyidikan
41

 secara ketat, hal itu perlu untuk bisa 

                                                           
37

 Haposan Siallagan, Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia, Jurnal Sosiohumaniora, 
Volume 18 No. 2 Juli 2016,. 131 http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/9947/6476 
diakses tanggal 26 Maret 2021 Jam 21.55  

38
 Awalnya due proses of law tidak lepas dari sejarah hak asasi manusia. Seperti di Ingris, 

pada pristiwa lahirnya Magna Charta 1215, kemudian disusul oleh Bill of Righ Tahun 1689, 
Declaration des droit de L.Hume et du citoyen 1789 dan Declaration of humant Rights Tahun 1948, 
yang intinya menginginkan agar ketentuan hukum yang berlaku menghormati hak asasi manusi.   

39
 Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, Kamus Hukum ( Jakarta : Quantum Media Press, 2010 

),. 105. 
40

 Heri Tahir, Proses Hukum yang adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, ( 
Yogyakarta : Pressindo, 2010 ),. 7.  

f
41

 Rahmat Efendy Al Amin Siregar, Due Proses of Law dalam Pradilan Pidana Indonesia 
dalam kaitanya dengan Perlindungan HAM, Jurnal Fitra Vol 01 Nomor 01 Januari – Juni 2015,. 37   

http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/9947/6476
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ditetapkan apakah organisasi telah benar – benar melanggar, dan 

bertentangan dengan pancasila dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesi sehingga memiliki alasan yang memadai untuk dibubarkan. Atau 

juesteru sebalinya, terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abius of power) 

oleh kekuasaan terhadap lawan politik sehingga menghilangkan prinsip - 

prinsip pelaksanaan hukum yang adil.       

 Menurut Heri Tahir, mengutip Herbert L.Packer,  prinsip doe 

process of law adalah model penegakan hukum yang sarat dengan nilai – 

nilai kemanusian di dalam mikanismenya
42

.Sehingga dalam pelaksanaan 

due procees of law menurut Tobias dan dan Petersen sebagaimana dikutip 

oleh Heri Tahir, ialah mengandung “ constitutional guaranty, that no 

personwil be devrived of live, liberty of property, for reation that are 

arbitrary, protect the citizean agints arbitrary, action of the 

government
43

”  artinya di dalam proses hukum harus memenuhi unsur 

jaminan konstitusional, bahwa tidak ada orang yang dirampas 

kehidupannya, kebebasan properti, untuk alasan yang sewenang-wenang, 

melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan, tindakan 

pemerintah. Dalam artian bahwa segala tindakan hukum pemerintah harus 

memperhatikan aspek keadilan dan jaminan hak dan kemerdekaan bagi 

warga Negara. 

                                                           
42

 Dian Ratna Sari Hariyanto, Due Process Of Law dalam KUHAP di Indonesia, Fakultas Hukum 
Universitas Udayana, Tahun 2017,2.  

43
 Ibid,. 6. 
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Dengan kata lain semua jenis penyelenggraan hukum  yang adil 

ialah harus mencerminkan perlindungan terhadap hak – hak yang diadili 

sebagai syarat terselenggaranya proses hukum yang adil. Maka Heri Tahir, 

menyebutkan sebenarnya prinsip due process of law tidak semata – mata 

rule of law, tetapi ia lebih menitik beratkan pada law which hears bifore it 

condems, wich proceeds upon inquiry, and reders judgement only after 

trial, yang esensinya adalah perlindungan hak yang diadili terhadap 

arbitrary action of government
44

.         

 

F. Metode Penelitian  

Para penstudi hukum umumnya mendapatkan pertanyaan dari para 

penstudi non hukum. Pertanyaan tersebut ialah tentang bagaimana para 

penstudi hukum melakukan penelitian guna memecahkan masalah hukum. 

Apakah metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah 

hukum, baik yang teoritis maupun praktis tersebut bisa mengantarkan pada 

pencarian kebenaran ilmiah. Sorjono Soekanto, ahli hukum Indonesia 

menaruh perhatian terhadap aspek metodologi hukum
45

. Lewat karya besarnya 

yang dijadikan referensi di hampir setiap penelitian, yang berjudul metode 

penelitian hukum normatif akhirnya menjawab pertanyaan sekaligus kebingun 

                                                           
44

 Ibid,. 8. 
45

 Depri Liber Sonata, ,Metode penelitian hukum normative dan empiris : Karakteristik khas 
dari metode penelitian hukum, Fiat Justusia, Jurnal Ilmu Hukum Volum 8 Nomor 1 Januari – Maret 
2014,. 17. 
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- kebingungan yang dialami oleh para penstudi hukum di Indonesia.     

Dalam tesis ini, peneliti bersandar pada metode penelitian yang 

dijelaskan oleh Sorjono Soekanto yaitu meggunakan metode penelitian yuridis 

normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah 

Undang – Undang  Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Tentang Penetapan  

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 

tentang organisasi kemasyarakatan, Perubahan Undang – Undang Nomo 17 

Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.  Penelitian hukum 

normative disini berpangkal pada pendapat Soerjono, Menurt  Soerjono 

Soekanto, penelitian hukum normative memiliki dua sifat yang diantaranya 

yaitu  disiplin analitis
46

. Disiplin analitis yang  maksudkan ialah proses 

penelitian dengan cara memahami dan menganalisis segala bentuk hukum. 

Bentuk hukum yang dijadikan bahan di dalam penelitian bisa berupa UU atau 

Perpu.  

Secara sederhana penelitisn tesis ini dirancang untuk penelitian hukum 

normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach), pendekatan konsep (Conceptual approach.)
47

 Pertama, 

pendekatan perundang – undang berarti peneliti hendak menelaah suatu 

produk hukum yang tengah dijadikan topik penelitian tesis. Nantinya, melalui 

telaah Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017 Penetapan Peraturan 

                                                           
46

 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian hukum normative: suau tinjauan singkat, 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 ), 2  
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Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang 

Organisasi Kemasyarakatan, tersebut akan dijabarkan aspek yuridis normatif 

kewenangan pemerintah ( eksekutif ) di dalam memberi sangsi pembubaran 

terhadap ormas.  

Kedua, pendekatan konsep (conceptual approach) ialah peneliti 

hendak beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang didalam ilmu hukum.
48

 Yaitu melakukan telaah tentang 

bagaimana konsep politik hukum dan HAM tentang hak kebebasan berserikat, 

berkumpul dan berorganisasi. Pendekatan konseptual di sini, berperan penting 

ketika permasalahan yang harus dijawab tidak mempunyai pijakan yuridis 

yang sempurna atau teradi deadloch masalah hukum. Ialah pada saat peneliti 

dihadapkan pada kondisi ketidaksempurnaan yuris, maka megharuskan 

mengangkat ke atas abstraksi suatu konsep utuh tentang politik hukum hak 

asasi manusia di dalam Negara hukum. 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Dalam rangka mengetahu lebih banyak tentang topik hukum yang 

tengah peneliti gali, maka diperlukan penulusuran terhadap penelitian hukum 

sebelumnya. Penelitian hukum para sarjana hukum tata negara, maupun 

penstudi hukum umum, nantinya penelitian tersebut dapat dijadikan referensi 

oleh peneliti ke dalam tesis ini. Selain itu, hasil penulusuran penelitian 

                                                           
48

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ( Jakarta : Prenada Media. 2010),. 20. 
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tersebut menjadi tolak ukur perbedaan dan kesamaan yang telah diteliti 

sebelumnya dengan tesis ini. 

Berikut adalah hasil penelusuran peneliti terhadap beberapa jurnal 

hukum yang mengkaji tentang topik hukum yang memiliki persamaan : 

1. Tulisan Wiwik Afifah, Sistem Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di 

Indonesia
49

. Hasil penelitian di artikel tersebut mengatakan bahwa sistem 

pembubaran ormas di Indonesia dibagi ke dalam dua mekanisme yaitu: 

pertama, pe mbubaran ormas bukan berbadan hukum dilakukan oleh 

pemerintah melalui menteri dalan negeri. Kedua, mekanisme pembubaran 

ormas berbadan hukum dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. Dalam artikel tersebut dikatakan bahwa sistem pembubaran 

ormas di Indonesia masih belum memiliki indikator yang cukup jelas
50

. 

2. Asas contrarius actus pada perpu ormas ; Kritik dalam Perspektif Hukum 

Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia, ditulis oleh Victor Imanuel 

W.Nalle, Jurnal Ilmu Hukum Volum 4 Nomor 2 Tahun 2017
51

 

Tulisan Victor Imanuel tersebut mengkaji Perpu Ormas Nomor 2 

Tahun 2017 lewat penelitian Normatif dengan pendekatan perundang - 

undangan dan konsep.  Penelitain tersebut bertumpu pada dua prinsip 

yaitu: prinsip administrasi Negara dan hak asasi manusia. Hasil penelitian 

                                                           
49

 Wiwik Afifah, Sistem Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia, Jurnal 
Supremasi Vol 8 No 1 2018 Maret 2018   

50
 Ibid,.260. 

51
 Vctor Imanuel W.Nelle, Asas contrarius actus pada perpu ormas ; Kritik dalam Perspektif 

Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmu Hukum Volum 4 Nomor 2 Tahun 2017 
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mengatakan bahwa Perpu Ormas telah membatasi kebebasan berserikat 

serta memberi peluang pemerintah untuk mencabut status badan hukum  

ormas dengan tanpa melalui pradilan. Perpu tersebut dinilai dapat 

memberi peluang terhadap tindakan represif oleh Negara terhadap 

kelompok masyarakat. Data penelitian tersebut menemukan bahwa 

penerbita Perpu tersebut lemah, alasanya ialah : Pertama, di dalam 

pembuatan Perpu ditemukan kealpaan publik sehingga mengurangi 

legitimasi. Kedua, lemahnya argumentasi memasukkan asas contrarius 

actus ke dalam Perpu. Ketiga, ialah Perpu tersebut dinilai konradiktif 

dengan pasal 28 dan pasal 28 J UUD 1945
52

. 

3. Artikel yang ditulis oleh M Beni Kurniawan, dengan judul 

Konstitusionalitas Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas ditinjau 

dari UUD 1945. Diterbitkan oleh Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 3, 

September 2018. 

Artikel tersebut secara sepesifik membahas tentang 

konstitusionalitas Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas. Dengan 

menggunakan metode penelitian yuridi normatif bersifat perskriptif 

menemukan kesimpulan; Pertama, bahwa pasal 61 dan 62 Perpu Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Ormas secara umum disebut inkonstitusional karena 

dianggap bertentang dengan pasal q ayat ( 3 )  UUD 1955 tentang 

Indonesia sebagai Negara Hukum. Serta Kedua, dianggap bertentangan 

                                                           
52

 Ibid,.  
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dengan ketentuan pasal 28 E ayat ( 3 ) tentang kebebasan berserikat dab 

berkumpul.  

4. Penelitian yang ditulis oleh Marfuatul Latifah, dengan judul Perlinudngan 

HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum 

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017. Dipublikasi oleh 

Jurnal Negara Hukum Volume. 11. Nomor 1 Juni 2020
53

. 

Tulisan tersebut mengkaji tentang legalitas penerbitan Perpu dan 

perlindungan HAM bagi Ormas lewat ketersedian pengadilan dan arah 

perbaikan ketentuan pembubaran ormas. Dengan menggunakan 

pendekatan yuridis normatif peneliti menemukan kesimpulan bahwa : 

Pertama, Perpu Ormas tidak memenuhi unsur “ kegentingan memaksa “ 

sebagaimana ketentuan pasal 22 dan pasal 12 UUD NRI Tahun 1945. 

Kesimpulan penelitian kedua, ialah bahwa penghapusan mikanisme 

pembubaran ormas melalui sidang pengadilan, merupakan pembatalan 

terhadap perlindungan HAM di Indonesia
54

. 

Hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu topik yang sama 

tentang Ormas, maka ditemukan kesamaan pembahasan dan pendekatan. 

Namun, memiliki perbedaan secara substansi yaitu pada bagian tentang 

pembahasan mengenai hak asasi manusia berkaitan dengan kewenangan 

                                                           
53

 Marfuatul Latifah, Perlinudngan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Berbadan Hukum 
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017, Jurnal Negara Hukum Volume. 11. Nomor 1 
Juni 2020, 8.   

54
 Ibid,.9. 
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penerintah dalam membubarkan ormas dari pespektif prinsip hukum doe 

process of law. Serta objek kajian yang lebih baru yaitu surat keputusan 

bersama yang dikeluarkan oleh kementerian untuk membubarkan ormas 

dan kerangka konseptaul yang berbeda. 

H. Sistematika Pembahasan 

Salah satu yang menjadi ciri pokok penelitian tesis sehingga dapat 

disebut penelitian ilmiah ialah adanya unsur sitematis. Unsur sistematis 

penting di dalam penyusunan laporan penelitian tasis guna memperjelas 

tentang bahasan apa yang hendak dijelaskan di dalam tesis. Bersandar pada 

pendapat tersebut, peneliti menyusun sistematika penelitian sebagai berikut :  

BAB I : Pendahaluan  : Bab ini, berisi tentang latar belakang, identifikasi, 

rumasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan 

keranka teori yang berhubungan dengan topik penelitian. 

BAB II : Politik hukum dan penerapan prinsip doe process of law dalam 

Negara hukum : Pada bab ii, diisi pembahasan Teori politik hukum di dalam 

sistem demokrasi Indonesia, supremasi Negara hukum, jaminan perlindungan 

HAM Negara terhadap warga masyarakat dan, doe process of law. BAB III : 

Politik hukum penerbitan SKB sebagai mekanisme pelarangan dan 

pembubaran Ormas: Secara rinci di bab ini akan diuraikan ; Penerbitan 

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017 dan arah politik hukum Ormas, 

mekanisme pelarangan dan pembubaran Ormas, penerbitan SKB pelarangan 

kegiatan Ormas.  BAB IV : Menakar penerbitan SKB melalui doe process of 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32 
 

 
  

law :  Berisis tentang ; Hakikat doe process of law, penerbitan SKB dalam 

perspektif doe process of law, BAB V : Penutup  : berisi jawaban atas 

rumusan masalah penelitian yang ditulis pada bab I, serta berisi rekomendasi 

dan saran yang sesuai dengan hasil temuan penelitian.
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BAB II 

PENEGAKAN PRINSIP DOE PROCESS OF LAW DALAM SISTEM 

DEMOKRASI INDONESIA 

 

A. Politik Hukum di dalam sistem Demokrasi Indonesia 

Politik hukum
55

 sebenarnya istilah di dalam hukum yang biasa disebut 

sebagai rechtspolitiek
56

. Semula kata tersebut berasal dari dua suku kata 

yaitu rechts yang berarti “hukum” dan politiek yang berarti “politik”. Ada 

juga yang menyebut politik hukum dengan istilah politik perundang – 

undangan. Tokoh yang menyebut politik hukum sebagai politik perundang – 

undangan ialah LJ. Van Appel Doorn, menyebutkan bahwa politik hukum 

berarti penetapan tujuan dan isi peraturan perundang – undangan.
57

 

Pengertian ini merupakan pengertian yang amat semplistik dan khusus 

karena hanya bertumpu pada undang – undang. Namun keduanya dianggap 

sama – sama dikenal, baik di dalam studi hukum maupun studi politik 

Menurut Padmi Wahjono, politik hukum diartikan sebagai kebijakan 

penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kereteria untuk 

                                                           
55

 Menurut Lamaire Politik Hukum bagian dari ilmu politik yang istilahnya banyak digunakan 
legislative di dalam mengkaji kebijakan penetapan hukum yang ideal (iusconstituendum) 

56
 Rechtpolitek, Menurut F Sugeng Istanto, merupakan istilah lain politik hukum.. 

Rechtspolitiek disebut sebagai bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang 
dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat. Tujuannya ialah menjadikan ius 
constitutum sebagai perkembangan dari hukum lama menjadi iusconstituendum untuk masa yang 
akan datang.  

57
 LJ. Van Appel Doorn, Pengantar Ilmu Hukum, ( Jakarta ; Paradya Parameta, Cet, ke -18, 

1981,) 390 
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 “menghukumkan” sesuatu, yang di dalamnya mencakup pembentukan, 

penerapan, dan penegakan hukum.58 Dalam pengertian Wahjono, politik 

hukum disebut sebagai “kebijakan dasar” penyelenggara Negara tentang 

arah, bentuk maupun isi hukum.  Berarti dapat dipahami bahwa setiap 

produk kebijakan hukum Pemerintah merupakan produk politik hukum. 

Mantan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahfud MD, 

memberi penjelasan tentang politik hukum sebagai legal policy yang 

dilakukan dengan cara membuat hukum baru atau dengan cara mengganti 

hukum lama demi tujuan hukum Negara59.
 Mahfud, dalam pengertian 

tersebut membuat definisi politik mengarah pada proses pembuatan hukum 

yang legal. Sedangkan Sunaryati Hartono, tidak menjelaskan secara detail / 

eksplisit, tetapi berpendapat bahwa politik hukum sebagai sebuah tool dan 

sarana yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum 

nasional yang dikehendakinya60.  

Sedangkan Menurut Soedarto politik hukum bisa dipahami sebagai 

kebijakan Negara  melalui badan – badan Negara yang diberi wewenang 

untuk menetapkan peraturan – peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan 

akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dan yang 

                                                           
58 

Padmu Wahyono, Indonesia Negara berdasarkan asas hukum, ( Jakarta; Ghalia, 1986) 
dikutip dari  Jurnal IAIN Raden Intan Lampung, Politik Hukum dan perannya dalam pembangunan 
hukum di Indonesia 

59
 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan ke 5 

Tahun 2012,) 10 
60 

Sunaryati Hartono, Politik Hukum menuju sistem hukum nasional, ( Bandung; Alumni, Cet  
5 , 1991), 64. 
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dicitta – citakan.61 Pengertian Soedarto merupakan pengertian yang lebih 

umum dibanding beberapa pengertian sebelumnya yang hanya bertumpu 

pada soal  pembuatan, arah, isi, dan pelaksanaan undang - undang. 

Dalam konteks Negara Indonesia yang secara konstitusional 

menggunakan sistem politik demokrasi, politik hukum dianggap sebagai 

sarana dan jalan yang harus ditempuh bilamana menginginkan terciptanya 

hukum baru atau perubahan hukum. Sehingga dikatakan bahwa praktik 

politik hukum  di Indonesia telah lama dilakukan oleh para pelopor hukum 

di Indonesia. Dimulai dari politik hukum yang mengadopsi hukum – hukum 

kolonial Belanda, hingga hukum yang dilakukan penyempurnaan dari hukum 

kolonial ke hukum Nasional. Biasanya ialah berupa pembaharuan hukum 

dengan menggabungkan hukum adat dan hukum barat atau membuat hukum 

baru dan menjadikan hukum tersebut sebagai hukum nasional. 

Sejarah politik hukum di dalam sistem demokrasi Indonesia telah 

dikenal setelah Indonesia merdeka. Para pelopor Negara Indonesia 

menggagas sistem hukum nasional dengan mencoba melepaskan diri dari ide 

– ide hukum kolonial, yang pada waktu itu digunakan hampir seluruh 

Negara jajahan Belanda. Akan tetapi, situasi pasca kemerdekaan mendesak 

dan mengharuskan para pendiri bangsa menetapkan hukum nasional agar 

tidak terjadi kekosongan hukum di Indonesia. Maka di Indonesia secara 

                                                           
61

 Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, ( Bandung ; SInar Baru, 1986), 151 dikutip dari 
Isharyanto, Politik Hukum, ( Surakarta : Kekata Group,  20016 ), 4 
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bersamaan berlaku hukum nasioanal yang dipengaruhi oleh hukum Belanda. 

Hal itu membuktikan bahwa keinginan membangun tata hukum 

nasional ( das sollen ) yang bercirikan Indonesia dengan segala atribut 

keindonesian yang mewarisi hukum adat yang tumbuh di masyarakat 

Indonesia sudah lama digagas oleh para pendiri bangsa. Tetapi di awal 

kemerdekaan belum seutuhnya bisa dilakukan perubahan hukum sempurna 

karena hukum dipengaruhi oleh hukum kolonial.    

Kemudian upaya membangun politik hukum di Indonesia menemukan 

momentumnya setelah era reformmasi. Era dimana politik hukum nasional 

bergantung kepada kekuatan sistem politik. Sistem politik yang memberi 

ruang yang absah bagi masuknya suatu proses politik melalui institusi politik 

yaitu DPR.62 Sistem politik yang dilaksanakan berdasarkan konstitusi 1945 

pasca amandemen yang mempertegas  batas – batas kekuasaan lembaga 

Negara dan kewenangan yang dimiliki. Alhasil pasca reformasi terjadi 

perubahan kepemimpinan politik secara preodik yang kemudian 

mempengaruhi perubahan politik hukum nasional, sehingga dari waktu ke 

waktu hukum selalu dinamis dan mengalami perubahan. 

Di sisi lain, perkembangan sistem demokrasi dan pengaruh demokrasi 

barat senantiasa menjadi pewarna politik hukum Indonesia. Dimana law 

maker secara tidak langsung dipengaruhi oleh opini publik (public opinion) 

yang menyertai setiap isu dan kebijakan nasional, termasuk di dalam 

                                                           
62

 Isharyanto, Politik Hukum, ( Surakarta : Kekata Group,  20016 ), 5 
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merumuskan  undang – undang. DPR sebagai pembuat undang – undang  

tampak selalu melibatkan peran opini publik 63 ( publc opinion) sebagai 

sarana pengambilan keputusan hukum. 

Sejalan dengan suasana demokrasi yang euforia pasca jatuhnya orde 

baru, perubahan terhadap undang – undang terus dilakukan oleh para pelopor 

reformasi di gedung parlemen Indonesia. Diantaranya ialah amandemen 

UUD 1945 yang terjadi sebanyak empat kali64 diantaranya menyepakati 

penghapusan sejumlah TAP MPR, dan sejumlah perubahan lain yang 

dilakukan terhadap undang – undang. 

Ide – ide perubahan di atas selalu dimotori oleh keinginan kuat para 

aktivis reformasi yang menginginkan sistem demokrasi Indonesia 

berkembang lebih baik. Tidak hanya di kalangan pemerintah, arus pemikiran 

hukum juga muncul di kalangan cendekiawan kampus yang menginginkan 

sistem politik hukum demokrasi Indonesia semakin berkemajuan.  

Hal tersebut dilakukan demi membangun visi pembangunan hukum di 

Indonesia yang lebih baik. Ialah pembangunan hukum yang juga tidak 

mengabaikan arah dan tujuan politik hukum nasional yang harus berpegang 

teguh dan tetap berada dalam koredor / kerangka implimentasi UUD 194565. 
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Joko Riskiyono, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang – undangan Untuk 
Mewujudkan Kesejahteraan, Jurnal Aspirasi, Volume 6. Nomor 2. Desember 2015, hlm162 

64
 Firmansyah Dkk, Alasan dilakukannya 4 kali Amandemen UUD 1945, Tujuan dan Sejarah 

Perkembangan, Jurnal Siyasah Hukum Tata Negara, Volume 1 . Nomor 1 Tahun 2021, hlm 1 
65 Andi Mattalatta, Politik Hukum Perubahan Undang – Undang, Jurnal Legislasi Volum 6. 

Nomor 4 , Desember 2009, 579. 
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Era reformasi berlanjut Pemerintah dan DPR terus secara bersamaan ( 

sinergi ) melakukan harmonisasi hukum. Secara tegas di dalam undang – 

undang nomor 10 tahun 2004 yang diubah menjadi undang – undang nomor 

12 tahun 2011 tentang peraturan  perundang–undangan, mengatur  pedoman 

terhadap pelaksanaan pembuatan peraturan perundang – undangan dan 

menjelaskan tentang khirarki hukum di Indonesia66.  

Begitu juga pada dinamika rezim pengaturan organisasi kemasyarakat 

(Ormas). Telah terjadi perubahan – perubahan arah pembanguna hukum 

ormas di Indoesia. Hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah dan DPR dengan 

mengubah lewat peraturan – undangan. Rezim reformasi bergulir semua elit 

politik gegap gempita melakukan perubahan UU yang dibuat oleh orde baru. 

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Ormas menjadi salah satu 

yang dirubah. 

UU Ormas dipersoalkan oleh kalangan akademisi di masa itu. Diantara 

alasan yang sangat kuat ialah bahwa dalam risalah UU Ormas era presiden 

Soeharto, meneurut sejumlah akademisi, arah UU tersebut setidaknya ada 

tiga. Pertama, pendekatan asas tunggal pancasila bagi seluruh ormas. Kedua, 

menyangkut usaha membasmi ideologi komunisme yang yang berkembang 

di Indonesia. Ketiga, keinginan pemerintah memberi doktrin wadah tunggal 
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Menurut Undang – Undang  Nomor  12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang – 
Undangan,  Kherarki hukum di Indonesi UUD 1945, Tap MPR, UU, Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi 
dan Perda Kabupaten dan Kota 
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terhadap seluruh ormas di Indonesia67. hal itu yang kemudian dinilai bahwa 

uu ormas pada era orde baru tidak lebih sebagai “alat politik” orde baru. 

Sehingga dianggap memiliki nilai historis yang kurang baik68. 

Tiga alasan tersebut memberi kesimpulan bahwa UU No 8 1985 sudah 

tidak lagi relevan, sehingga di kemudian dilakukan perubahan bersama di 

gedung Parlemen. Perubahan tersebut menghasilkan Undang - Undang 

Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Yang diantara 

isinya ialah tidak lagi menganut doktrin tunggal organisasi kemasyarakat dan 

tidak hanya fokus pada pembasmian ideologi komunisme tetapi sejumlah 

ideologi yang bertentangan dengan pancasila, serta tata cara pemberian 

saksinya terhadap ormas yang terbukti bertentangan dan / atau melanggar 

ketentuan perundang – undangan. Serta, mengatur ketentuan tentang 

mekanisme pemberian sanksinya melalu lembaga peradilan.   

 Kemudian pada era Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin keinginan 

untuk merubah arah sistem hukum ormas kembali mengemuka. Ditandai 

oleh diterbitkanya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan. Isi dari Perpu tersebut keseluruhan mengubah arah rezim 

pemberian sanksi   dan pembubaran terhadap Ormas di Indonesai. Diatara 

perubahan yang radikal ialah memasukkan asas contrarius actus yang belum 

pernah ada di dalam UU ormas sebelumnya. Masuknya asas contrarius actus 

                                                           
67 

Tim Evaluasi  BPHN,  Rancangan Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Organisasi 
Kemasyarakatan undang – Undang Nomor 8. Tahun 1985, ( Jakarta ; BPHN, Desember 2009), 39 

68 
Ibid, 41 
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tersebut sekaligus menjadi penanda baru rezim adminstratif hukum Ormas. 

Hal itu dapat disimpulkan bahwa kebiajakan perubahan tersebut tidak 

terlepas dari paradigma hukum administrasi Negara yang mempengaruhi 

opini Pemerintah untuk melakukan harmonisasi pembangunan hukum 

nasional.  

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017 mempertegas definisi ormas 

bertengan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Serta pemberian 

wewenang kepada lembaga administrasi Negara, Kementerian Dalam Negeri 

Dan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Menusia untuk memberi sanksi 

administratif, penghentian kegiatan dan pencabutan status badan hukum 

ormas jika terbukti melakukan pelanggaran. Ketentuan tersebut dinilai para 

sarjana hukum, sebagai cara yang efektif menjaga arah pembanguan politik 

nasional yang jauh dari agenda politik kelompok–kelompok gerakan yang 

bertentangan dengan ideologi Negara dan UUD NRI 1945. 

 

B. Supremasi Negara Hukum  

Dalam teori  rechtssouvereiniteit atau teori kedaulatan hukum, 

supremasi hukum bermakna bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam 

Negara.
69

 Baik penguasa, Negara dan rakyat, semuanya harus tunduk kepada 

hukum. Hal itu merupakan koensekuensi dari Negara Hukum. Menurut Hans 
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 Wirjono, Projodikoro, Asas – asas ilmu Negara dan politik, ( Bandung ; PT. Erisco Cetakan 
ke -3, 1999),hlm 16. 
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Nawiyasky,70 yang dimaksud Negara hukum adalah Negara yang berdiri di 

atas hukum yang menjamin keadilan warga Negara. Istilah Negara hukum 

sebenarnya merupakan istilah lama dikenal di dalam studi hukum.71 
Istilah 

tersebut digunakan oleh negara - negara asing.  Seperti Belanda yang 

mengenal “rechtstaat72”, kemudian di Ingrish “the rule of law73”, dan “etet 

de droit”  di Prancis. Sehig menurut sejarah-Nya Negara hukum telah 

dikenal sejak abad ke – 17, dimana Negara Ingris disebut – sebut telah 

memperaktekannya74.
  

Sedangkan di Indonesi Negara hukum dikenal sejak preode awal 

kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Ialah sejak Indonesia menyatakan 

diri sebagai Negara merdeka dan berdaulat75. Ditandai adanya UUD 1945. Di 

dalam UUD 1945 penjelasan umum, pada butir 1 tentang sistem 

pemerintahan, secara tegas dinyatakan Negara Indonesia adalah Negara yang 

berdasarkan atas hukum.  

Negara hukum disini dimaknai sebagai pembatasan terhadap 

kekuasaan agar  tidak terjadi kesewenangan. Sebagaimana dikatakan 

                                                           
70

 Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridids Normatif Tentang Unsur – Unsurnya, 
Cetakan ke 1  (Jakarta ; UI Pres, 2010, ) hlm 44-45  dikuti p dari Teori of  law and state, diterjemahkan 
Rasul Muttakin,  ( Bandung; Cetakan ke-IV, Nusa Media, 2010 ) 

71 Manan Sailan, Istilah Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Makasar;  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar), 228 

72
 Konsep rechtstaat bertumpu pada sistem continental yang disebut dengan civillaw sistem 

dengan karakteristik administrative misalnys seperti negara Belanda 
73

 Konsep Rule af law  ialah konsep Negara hukum yang bertumpu pada sistem common law 
sistem dengan karakteristik seperti negara Ingrish 

74
 Muh Kusnady dan Harmady Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara, ( Jakarta Pusat Studi 

HTN Universitas Indonesia, Cetakan ke – 7, 1989), 155 
75 

Nany Suryawati, Hak Asasi Politik Perempuan, ( Gorontalo ; Ideas Publishing, 2020), 11  
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Imanuel Kant, konsep Negara hukum ( rechstaat) ialah negara menjamin 

kebebasan individu sebagai anggota masyarakat untuk diperlakukan 

sewenang-wenang.76 Menurut Mohtar Kusuma Atmaja, bahwa sesungguhnya 

arti esensial dari Negara hukum ialah kekuasaan dan semua orang tunduk 

kepada hukum dan sama kedudukannya di hadapan hukum.77 

Konsekuensi dari Indonesia sebagai Negara hukum ialah Negara harus 

menjamin terselenggaranya supremasi hukum. Karena supremasi hukum 

merupakan prasyarat yang mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan 

kenegaraan. Supremasi hukum berarti adanya jaminan konstitusional bahwa 

pelaksanaan dan penegakan hukum dalam proses politik yang dijalankan 

oleh kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, akan terus berjalan pada 

kewenangan yang ditentukan oleh hukum.
78

 Pengaturan tersebut untuk 

membatasi dominasi kekuasaan dan menjalankan pemerintahan dengan 

jaminan hak asasi manusi berdasarkan hukum yang dimiliki. Hal tersebut 

menurut H.L.A  Hart, tidak lain demi memberikan rasa keadilan kepada 

warga Negara.79   

Pada dasarnya supremasi hukum akan tercapai bilamana memenuhi 

empat elemen dari Negara hukum yaitu : (1). Jaminan bahwa pemerintah 

                                                           
76 

Padmo Wahyono, Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia,  (Jakarta ; UI Press, 1998), 2. 
Dikutip dari Nany Suyawati, Hak Asasi Politik Perempuan, 13 

77
 Mohtar Kusuma Atmaja, Konsep Hukum dalam Pembangunan, (Bandung; Alumni, 2002), 

12 
78

 Abdul Ghani, Masalah Ketatanegaraan Indonesia dewasa ini, (Bandung ; Ghalia Indonesia, 
2010), 157 

79
Munir Fuady Dinamika Teri Hukum, ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2010 ),108  
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dalam menjalankan kekuasaan selalu dilaksanakan atas dasar hukum dan 

peraturan perudang – undangan (2). Jaminan perlindungan hukum terhadap 

hak – hak dasar ( fundamental righ) (3). Pembagian kekuasaan yang jelas, 

adil dan konsisten (4). Perlindungan hukum dari badan – badan peradilan 

terhadap tindakan kesewenangan pemerintah
80

.   

Jika direfleksikan secara cermat, keempat elemen di atas pada 

dasarnya bertujuan untuk melindungi warga masyarakat dari kesewenangan 

penguasa negara dan dari menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan. Dasar 

hukum utama di Indonesia ialah pancasila. Pancasila mengandung guiding 

principle yang memandu bangsa Indonesia dalam urusan kenegaraan, 

kemasyarakatan, hukum serta di bidang kemanusiaan
81

.  

 Guiding Principle tersebut ditemukan di dalam pokok – pokok UUD 

Tahun 1945, yaitu  (1) Negara berdasarkan ketuhanan (2). Negara 

melindungi segenap bangsa indonesia dan tumpah darah Indonesia. (3) 

Negara meweujudkan keadilan sosial. (3) Negara berkedaulatan
82

.  

Dalam bidang hukum, cita hukum Indonesia haruslah yang sesuai 

dengan pancasila yaitu prinsip–prinsip dasar ( 1 ) hukum haruslah wujud 

kepentingan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. ( 2 ) hukum 

harus memihak pada rakyat. Dalam hal menjamin kemaslahatan rakyat. ( 3 ) 

                                                           
80

 Bambang Sugiyono, Ahmad Husni, Supremasi Hukum dan Demokrasi, Jurnal Hukum, 
Nomor 14  Volume .7 Agustus 2000, hlm 72  

81
 Umbu Lily Pekuwali, Revitalisasi Supremasi Hukum dalam Mengatasi Krisis Hukum, Jurnal 

Pro Justitia, Volume 27. April 2009, 101 
82

 Ibid, 101 
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hukum harus dibuat oleh rakyat lewat wakil–wakil rakyat dan (4) hukum 

harus menjadi kontrol kekuasaan Negara atas dasar supremasi hukum
83

 

 

C. Jaminan Perlindungan HAM Negara Terhadap Rakyat 

Sejak kelahirannya ke bumi, manusia telah membawa hak – hak 

kodrati (hak yang bersumber dari pencipta) yang melekat dalam 

kehidupannya. Menurut J.J Rousseoau, manusia berkembang dengan 

potensinya merasakan suasasana kebebasan alamiah dengan nilai – nilai 

kemanusian. Hak – hak yang dimiliki oleh manusia bersifat kodrati dan 

universal. Sehingga pada dasannya HAM bukan pemberian dari Negara. 

melainkan, kebebasan yang dimiliki manusia berasal dari tuhan yang maha 

kuasa. Sehingga sejatinya pemerintah diciptakan untuk melindungi 

pelaksanaan hak asasi manusia
84

.  

Negara–Negara di dunia. Setalah deklarasi hak asasi manusia dan 

diterbitkannya dokumen Magna Charta 15 Juli 1215 yang berisi 63 pasal 

perlindungan hak asasi manusia. Hampir sebagian besar berbondong 

mendukung lahirnya ratifikasi hak asasi manusia. Indonesia menjadi Negara 

yang ikut serta mendukung perlindungan hak asasi manusia tersebut. Salah 

satu bukti keseriusan Negara Indonesia ialah dengan ikut mendukung 
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 Ibid, 102 
84

 Sri Rahayiu Wilujeng, Hak asasi manusia tinjauan historis dan yuridis, Fakultas 
Ilmu Budaya Universitas Diponegoro,,  dikutip dari : Majalah What is Democracy, United 
state information agenscy, 1991,. 2.    
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International covenant on civil an polical Rights. 

1. Ratifikasi HAM di Indonesia 

Kemudian setalah melakukan deklarasi dukungan ICCPR Indonesia  

mengesahkan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan 

International Covenant On Civil and Political Rights
.85

  sebagai langkah 

konkrit dukungan Indonesia terhadap jaminan kemanusian yang telah 

banyak digaungkan Negara – Negara di dunia. 

Namun, sebelum ICCPR dirativikasi ke dalam perundang - 

undangan, sebenarnya Indonesia telah memiliki pancasila sebagai jaminan 

kemanusian. Pancasila telah mengakui keberadaan hak asasi manusia secara 

dejure. Pengakuan tentang HAM tercermin di dalam sila kedua pancasila. 

Prinsip kemanusain yang adil dan beradab adalah konsep abstrak HAM 

yang dianut Negara Indonesia. 

Semangat untuk menjamin asasi manusia terus berlanjut dengan 

Pemerintah Negara Indonesia meratifikasi jaminan HAM ke dalam 

konstitusi Negara Republik Indonesia. Undang–Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mempertegas konsep HAM yang 

terdapat di dalam butir pancasila. Dalam pasal 28 E ayat 1 prinsip 

kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat diakui sebagau 
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Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Coovenant On 
Civil and Political Rights 
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Hak Asasi Manusia
86

. 

Dalam konteks kebebasan berserikat dan berkumpul diatur di dalam 

UDRH Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi “ setiap orang mempunyai ha katas 

kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai”
87

 tidak hanya diatur di 

dalam UDRH dan konstitusi  1945, melainkan juga dituangkan ke dalam 

peraturan yang lebih peraktis yaitu  undang – undang nomor 39 tahun 1999 

tentang hak asasi manusia yang merupakan hak atas kebebasan pribadi 

yakni pasal 24 ayat ( 1 ) dan ( 2 )
88

. 

2. Jaminan Kebebasan Berserikat bagi Organisasi Kemasyarakatan 

di Indonesia 

Terhadap jaminan berserikat berkumpul di Indonesia telah diatur di 

dalam pasal 28 ayat 1,2,3,4 dst UUD 1945. Pasal tersebut menguatkan 

argumentasi Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana di dalam 

konsep rechtstaat bahwa Negara hukum menghendaki adanya empat unsur 

dalam penyelenggara sistem ketatanegaraan,  yaitu  : (1) adanya jaminan 

hak asasi manusia. (2) adanya pembagian kekuasaan. (3) adanya asas 

legalitas Pemerintahan dan, (4) adanya prinsip peradilan yang bebas dan 

tidak memihak. 

Unsur pertama, adanya jaminan hak asasi manusia mensyaratkan 

                                                           
 Ibid,. 2 - 3 
87

 Marfuatul Latifah, Perlindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan 
Hukum  Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017, Jurnal Negara Hukum, Volume 11. 
Nomor 1. Juni 2020, dikutip dari Universal Declaration Of Human Righ  

88 
Undang –undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia   
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Negara melindungi hak – hak individu  warga masyarakat. Sedangkan unsru 

kedua, pembagian kekuasaan, menginginkan kekuasaan tidak dijalankan 

secara absolut dan otoriter. Karena kekuasaan yang absolut dan otoriter 

mengakibatkan terjadinya penindasan terhadap hak – hak warga 

masyarakat. Unsur ketiga, adanya legalitas pemerintahan, menharuskan 

setiap tindakan pemerintah harus berdasrkan hukum atau peraturan 

perundang – undangan. Keempat, adanya peradilan yang bebas, ialah di 

dalam rangka supremasi hukum
89

.     

 Keempat unsur di atas jika ditelaah sebenarnya intisari pokoknya 

ialah jaminan hak asasi manusia. Bahwa terhadap hak - hak asasi manusia 

termasuk kebabasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi ( sebagaimana 

diekspresikan oleh organisasi masyarakat) sebagai derogable righ, 

Pemerintah tidak boleh bersikap sewenang – wenang menggunakan 

kekuasaan dengan memonopoli  hukum atau menjadikan hukum sebagai 

alat politik kekuasaan untuk menyingkirkan lawan politik. Teemasuk di 

dalam kaitan dengan UU Ormas atau Perpu Ormas. Menurut Roberto M. 

Unger, sebagaimana dikutip Sudjito, bahwa yang diinginkan public di 

dalam kehidupan bernegara ialah perlindungan atas hak – hak individu 

melalui sistem hukum yang lebih demokratis
90

. 

                                                           
89

 Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarga negaraan dan Hak Asasi Manusia,  
(Yogyakarta : Atma Jaya Press. Cetakan Ke – 1 2003), 12 - 14 dikutip dari Muntaha, Negara Hukum 
Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945,  ( Yogyakarta : Kaukaba, Cetakan Ke – 1, 2013), 10-11  

90
 Roberto M. Unger, Law in Modern society ; Toward a Criticism of social Theory, (The Free 
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Konsep Kebasan Berkumpul di Indonesia tidak secara eksplisit 

mengadopsi HAM yang digunakan oleh Universal Declaration Of Human 

Righ ( UDHR). Pasal 20 ayat 1 berbunyi “ setiap orang mempunyai ha katas 

kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai”. Meskipun UDHR telah 

menentukan standar hak asasi manusi yang berlaku di Negara – Negara yang 

bergabung ke dalam organisasi Perserikatan Bangsan – Bangsa (PBB). 

Karena kebebasan berkumpul yang dianut di dalam UDRH dianggap tidak 

representative bisa diterjemahkan secara liar meskipun sifat dari UDRH 

mengikat sebagai hukum internasional. Menurut Chandra Muzaffar, sifat 

ham di dalam UDRH telah menempatkan  manusia sebagai sumber ham satu 

- satunya
91

. sehingga ham UDRH oleh sebagian akademis Indonesiai dinilai 

telah mengalami reduksi dan deviasi makna, yang pada satu sisi 

mengedepankan dimensi humanisme, tetapi pada sisi yang lain terlalu 

menakutkan bagi Negara – Negara demokrasi berkembang.  

 Di hampir seluruh negara di dunia, membuat pelaksanaan ham di 

Negara – Negara berkembang berbeda dengan yang telah diatur dalam 

UDRH yang utamanya dianut di Negara – Negara barat sekuler, yang lebih 

menekankan pada humanisme individu sebagai nilai paling tinggi.  

Sedangkani HAM di Indonesia adalah HAM yang memelihara 

                                                                                                                                                                      
Press, 1976 ), dikutip dari Sudjito, Membaca Kepentingan Politik dibalik Perpu Ormas dan Implikasi 
Sosiologisnya pad Masyarakat, artikel disampaikan di dalam Seminar Quo Vadis Perpu Ormas 
Fakultas Hukum UII, Kamis 19 Oktober 2017   

91
 Chandra Muzaffar, HAM dalam Tata Dunia Baru Menggugat Dominasi Global Barat, ( 

Bandung ; Mizan, 1995 ), 20  
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kearifan dan kebudayaan
92

 serta HAM yang diatur secara mandiri di dalam 

UUD 1945 dan peraturan perundang - undangan. Dalam kaitan dengan 

konsep ham yang dijalankan negara Indonesi adalah ham yang menghormati 

nilai – nilai budi pekerti, renungan rasional kebudayaan, dan kegaamaan
93

.  

Hal itu telah sesuai dengan  hasil deklarasi ham ASEAN yang dilaksanakan 

di Bangkok. Diantaranya ialah menegaskan bahwa Deklarasi HAM 

Universal dalam konteks ASEAN harus mempertimbangkan kekhususan 

yang bersifat regional dan nasional. Serta memerhatikan berbagai latar 

belakang sejarah, budaya, dan agama, sehingga penafsiran ham tidak bisa 

bertentangan dengan kondisi sejarah budaya dan agama.  

Dalam konteks jaminan berserikat, berkumpul menyatakan pendapat 

bagi organisasi kemasyarakatan, tidak ada larangan bagi kelompok warga 

Negara, sepanjang tidak melanggar hak asasi yang dimiliki orang lain. Pasal 

28 UUD 1945 menjadi jaminan hak berserikat bagi warga Negara Indonesia. 

Bahkan, diakui bahwa eksistensi Ormas sebagai bagian dari pada jaminan 

berserikat di Indonesia.  

Keberadaan Ormas yang diatur lewat peraturan perundang–undangan 

ialah bagian dari kometmen Pemerintah Indonesia untuk menjalankan 

amanat konstitusi tentang jaminan berserikat dan berkumpul bagi warga 

                                                           
92

 Martinus Sardi, Membangun Budaya Hak Asasi Manusia, Jurnal Media Hukum, Volum 23. 
Nomor 1. Juni 2016, hlm   

93
 Munawir Sadzili, Hak Asasi Manusia dan Pluralisme Agama, ( Surabaya; PKSK, 1997) 

dikutip dari Afdal, Kritik Terhadap Epistemologi Universal Declaration Of Human Righ, Jurnal 
Profetika, Volum, 16. Nomor.2. Desember 2015, 117-126 
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negara.  

Namun kebebasan berserikat dan berkumpul dapat dibatasi oleh  

Negara melalui undang - undang. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017 

Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang 

Nomor 2 Tahun 2017  Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perubahan 

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan.  

Kebabasan berserikat dan berkumpul serta berorganisasi di 

Indonesia merupakan kebebasan yang tidak mutlak melainkan dapat 

dibatasi (dirogable righ) sesuai dengan keingian Negara. Menurut 

Alexander N. Domrin apabila Negara menghadapi ancaman yang 

membahayakan eksistensi atau kedaulatan sebagai Negara merdeka  atau 

membahayakan keselamatan warga Negara, maka Negara tersebut dapat 

bertindak apa saja. Karena menurut Dormin, Negara dalam keadaan darurat 

disebabkan ancaman keamanan dan ketertiban umum
94

.      

Pembatasan terhadap Hak berkumpul dan berserikat Menurut 

Maududi dapat dilakukan pembatasan karena kebebasan berserikat 

merupakan hak yang diberikan oleh kedaulatan Negara (negative righ), 

sehingga Negara dapat membatasiNya
95

 oleh karena hak yang diberikan, 

                                                           
94 

Osgar Martopo, Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Prespektif  Keadaan 
Darurat, Jurnal Media Hukum, Volume 21 Nomor 1 . Juni 2014, 62 

95
 Muhammad Alim, Menguti Abul A’la AL- Maududi, Hak dan Keawajiban Asasi Manusia 

dalam Perspektfi Negara Madinah, (Desertasi Pasca Sarjan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 
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maka dalam pengamalannya wajib memperhatikan dan / atau dibatasi oleh 

kewajiban asasi manusia  lain, diantaranya ; (1). Hak orang lain, (2). 

Hukum yang berlaku di dalam Negara, (3). Sistem Sosial, (4). Ketertiban 

umum dan, (5). Nilai – Nilai agama
96

. 

Hak orang lain, hukum dan sistem sosial menjadi instrument 

pembatas hak asasi manusia,  jika melanggar maka dapat menyalahi 

kewajiban asasi orang lain. Negara  - Negara ketiga seperti Indonesia 

diperbolehkan mengurangi hak – hak berkumpul dan berserikat. Hal itu 

dikarenakan Indonesia telah memilih menjadi bagian dari Negara yang 

menjamin hak berserikat berkumpul yang berdasarkan konstitusi. Menurut 

Komnas HAM, diantara yang bisa mengurangi hak berserikat dan 

berkumpul ialah dengan memperhatikan: demi menjaga keamanan nasioanl, 

menjaga keutuhan Negara, ketertiban umum, kesehatan, atau moralitas 

umum dan demi menghormati hak atau kebabasan orang lain 
97

. 

 

D. Deo Process Of Law  

Terdapat kalimat menarik di dalam penjelasan mengenai doe process 

of law yang sering dijadikan rujukan pengertian para penstudi hukum di 

                                                                                                                                                                      
2007,) 112.  

96 
Akmal, Teori Hak Asasi Manusia (Teori dan Praktek),  (Padang; UNP Press Cetakan Ke-2, 

2015), 4. 
97 

Temmanengga, Implementasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, (Artikel Direktorat Jendral 
HAM, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ) dikutip dari laman ham.go.id 
pada 24 Okrober 2021 jam 13.50  
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dalam menjelaskan apa doe process itu. Doe process of law is No Free man 

shall be seized except by the lawful judgement of his peers, or by the law of 

the land
98

. Tidak boleh ada orang bebas ditahan kecuali bilamana telah 

dilakukan penilaian yang sah dari rekan – rekannya ( saksi ) atau oleh 

hukum Negara.  

Konsep doe process of law tersebut berasal dari negara common law 

system di Ingrish. Prinsip tersebut mengatakan bahwa seseorang tidak boleh 

dicabut atau dihilangkan hak hidupnya, kebebasannya, dan harta yang 

dimikinya tanpa pemberitahuan dan kesempatan untuk melakukan 

pembelaan terhadap hak – hak nya yang dijamin oleh konstitusi
99

.  

Doe Proces of law  dalam pengertian tersebut dipahami sebagai suatu 

jaminan konstitusional yang menjunjung tinggi proses hukum yang fair ( adil 

) dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk didengar 

keterangannya mengapa hak kemerdekaan berserikat, hidup bebas miliknya 

dirampas atau dihilangkan oleh negara
100

.  

Konsep tersebut dicirakan oleh pelaksanaan hukum yang fair atau adil 

dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengetahui process 

hukum serta seseorang memiliki hak untuk didengar pendapatnya ( 

                                                           
98

 Hartig Randall, Profesor Of Constitutional Law at Geneva Univercsity, Magna Carta and 
Comparative Bills Of Rights in Europe,  Jurnal Justice, November 2015,  

99
 Atip Latipulhayat, Doe Prcess Of Law, Jurnal of Law Padjadjaran, Volume .4 Nomor . 2 

2017,  hlm 2 
100

 Atip Latipulhayat, Doe Prcess Of Law, Jurnal of Law Padjadjaran, Volume .4 Nomor . 2 
2017,  hlm 2 
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pembelaan). Sehingga dengan adanya kesenpatan tersebut seseorang 

mengetahui mengapa hak hidup, hak kebebasan yang dimikinya dirampas 

atau dihilangkan oleh Negara. 

Di Amerika Serikat (AS) Prinsip doe process of law dituangkan ke 

dalam konstitusi yaitu pada amandemen ke – 14 yang diratifikasi tahun 

1868. Tertuang ketentuan : “ Nor Shall eny state deprive eny person of life, 

liberty, or property without doe process oa law”. Kata deo dalam 

pengertian doe process di dalam  konstitusi AS dimaknai sebagai 

reasonable ( masuk akal ), just ( berkeadilan), dan proper ( patut). Dan, 

disebutkan bahwa kewenangan untuk menghasilkan resasonable, just dan 

proper sangat bergantung pada process pengadilan. Dengan mengatakan 

The power to decide as to the reasonability of the same is vested in the 

courts
101

. Artinya di AS kekuasaan untuk menghasilkan kepatutan, keadilan 

dan pengambilan keputusan yang masuk akal hanya bisa dilakukan di dalam 

pengadilan. 

    Perinsip doe process of law ialah bahwa pemerintah harus 

menghormati hukum, menghormati rakyat dan menghormati hak – hak 

konstitusionalnya.  Intisari doe process sebagaimana di dalam Negara 

hukum ialah usaha untuk melindungi hak – hak rakyat. Dengan kata lain, 

doe process tidak bisa lepas dari Hak Asasi Manusia ( HAM). Karena 

                                                           
101

 Ibid, 2 
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memang secara historis doe process of law ialah cerminan adanya 

perlindungan HAM.Oleh karena itu, negara – negara yang menganut prinsip 

tersebut dapat ialah Negara yang menjamin perlindungan HAM.      
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 BAB III  

POLITIK HUKUM PENERBITAN SKB SEBAGAI MEKANISME 

PELARANGAN DAN PEMBUBARAN ORMAS 

 

A. Arah Politik Hukum Penerbitan UU No. 16 Tahun 2017 Tentang 

Organisasi Kemasyarakatan 

Pemerintah memiliki keinginan politik (political will ) untuk menata 

sistem regulasi dan politik dalam negeri Indonesia yang mengalami 

guncangan dan ancaman ideologi trans nasional. Ideologi transnasional yang 

menghawatirkan keberlangsungan kehidupan masyarakat dan sistem 

demokrasi, serta mengganggu tatanan sosial politik masyarakat yang hidup di 

tengah keragaman suku, agama, dan budaya. 

Keinginan politik pemerintah untuk memberi sangsi yang efektif 

terhadap organisasi masyarakat yang “merusak” keberlangsungan politik 

dalam negeri terus didengungkan. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko 

Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, akhirnya Pemerintah melakukan 

“rekonstruksi
102

” regulasi Ormas. Presiden menggunakan hak 

konstitusionalnya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang – Undang ( Perpu ) Nomor 2 Tahun 2017, yang kemudian disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tahun 2017.  

                                                           
102

 Rekonstruksi berarti pembangunan hukum yang mengalami masalah dalam penerapan 
dan pelaksanaan, sehingga membuat hukum tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atau 
pembangunan kembali hukum yang mengalami kemandekan implimentasi. 
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Hal itu dilakukan pemerintah sebagai respon kegentingan sosial- 

politik dalam negei atas masalah berkembangnya ormas radikal yang 

bertentangan dan mengancam ideologi Negara. 

Menurut Profesor  Sudjito, dalam kajian hukum kritis, mengatakan 

bahwa Perpu Nomor 2 Tahun 2017 merupakan produk politik. Maka sudah 

bisa ditebak bahwa dalam pembuatan, pelaksanaan maupun penegakannya 

selalu tersembunyi agenda – agenda politik kekuasaan
103

. 

Dalam catatan Sujipto Raharjo, bahwa sejak 200-an tahun yang lalu, 

sudah ada kecenderungan global termasuk di Negara Indonesia. Bahwa 

penyelenggaraan Negara selalu ingin memonopoli kekuasaan tersmasuk di 

dalam sistem hukum. Monopoli kekuasaan yang sangat terlihat ialah 

monopoli terhadap mengarahkan sistem hukum, membuat struktur hukum,  

mengatur proses hukum. Dimana kekuatan dan kekuasaan dipergunakan 

untuk meminggirkan lawan–lawan politik.
104

 Dalam hal ini, boleh dinyatakan 

secara samar - samar bahwa terbitnya Perpu Ormas merupakan agenda politik 

tersembunyi dari kekuasaan.    

Tentang Perpu telah jelas diatur di dalam konstitusi pasal 22 ayat 1 

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut 

ketentuan di dalam pasal 22 Perpu adalah peraturan yang ditetapkan oleh 

                                                           
103

 Sudjito, Membaca “Kepentingan Politik” di Balik Perpu Ormas dan Implikasi Sosiologisnya 
pada Masyarakar, Artikel disampaikan pada Seminar Nasional bertema : Quo Vadis Perpu Ormas ; 
Tinjauan Kritis dari Perspektif Sosio Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kamis 19 Oktober 2017 
Departemen Hukum Acara Fakultas Hkum Universitas Islam Indonesia 

104
 Sujipto Raharjo, Sisi lain Hukum di Indonesia, diterbitkan KOMPAS , Jakarta tahun 2003   
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Presiden dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Kegentingan yang 

memaksa sebagaimana dimaksud di dalam pasal 22 Menurut Jimly 

Asshiddiqi,  ialah bahwa pasal 22 memberikan kewenangan kepada Presiden  

untuk secara subjektif menilai keadaan hal ihwal kegentingan memaksa 

Negara.  Atau  hal ihwal yang menyebabkan suatu undang-undang tidak dapat 

dibentuk segera.  Sedangkan kebutuhan terhadap pengaturan sangat mendesak 

untuk segera diterbitkan. Maka Presiden diberi kewenangan untuk 

menetapkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
105

 Perpu 

bahkan menjadi yang istimewa sebagai hak preogratif Presiden. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU –VII -2009 memberi 

syarat kegentingan yang memaksa bagi presiden untuk menetapkan Perpu. 

Syarat tersebut diantaranya: (1). Adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk 

menyelesaikan masalah hukum secara cepat dan berdasarkan uu. (2). Undang–

Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan 

hukum, atau adanya UU tidak memadai. (3). Kekosongan hukum tersebut 

tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang–undang secara prosedur 

biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan 

mendesak tersebut butuh kepastian untuk diselesaikan.
106

      

Kemudian atas subjektifitas Presiden terhadap keadaan memaksa 

                                                           
105

 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara, (Jakarta, Rajawali Pers, Cetakan ke 5 
Januari 2013) hal 359 

106
 Ali Marwan Hsb, Kegentingan Yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang – Undang, Jurnal Legislasi Indonesia,Volume. 14. Nomor. 01.Maret 2017, 109 
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tersebut sesuai ketentuan yang dimuat di dalam PMK, maka Presiden 

mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan.  Disebutkan, bahwa dikeluarkannya Perpu merupakan 

langkah Pemerintah untuk menanggulangi berkembangnya organisasi 

kemasyarakat yang memiliki ideologi bertentangan dengan pancasila dan 

mengganggu kehidupan sosial politik bangsa Indonesia. Perpu tersebut 

ditanda tangani oleh Presiden pada tanggal 10 Juli 2017.
107

  Sebagaimana 

disampaikan Menteri Bidang Politik dan Hukum, Wiranto menyampaikan  

dalam pers rilis tanggal 12 Juli Tahun 2017, bahwa argumentasi Pemerintah 

Mengeluarkan Perpu diantaranya : 1). bahwa Perpu tersebut diterbitkan dalam 

rangka tugas Pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah 

Indonesia. 2). Bahwa Organisasi Kemasyarakat di Indonesia yang jumlahnya 

344.039, telah beraktifitas di segala bidang kehidupan. Baik dalam tingkat 

nasional maupun daerah. Semuanya harus diberdayakan dan dibina, agar 

dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Nasional.  3). Dalam 

Kenyataanya, terdapat Organisasi Kemasyarakatan yang bertentangan dengan 

Pancasila dan UUD NRI 1945. Tersebut adalah ancaman bagi eksistensi 

bangsa dengan menimbulkan konflik di masyarakat. 4). UU Nomor 17 Tahun 

2013 Tentang Ormas tidak lagi memadai, sebagai sarana mencegah 

meluasnya ideologi Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 
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NRI 1945.  Dari aspek substansi norma, larangan, sanksi, serta  prosedur 

hukum di dalamnya. Karena tidak  adanya asas hukum administrasi yaitu 

contrarius actus di dalamnya. 5). Di dalam UU Ormas pengertian ajaran dan 

tindakan yang bertentangan dengan pancasila dirumuskan secara sempit hanya 

menyangkut , Atheisme, Marxisme, Lenenisme. Padahal ada ajaran lain yang 

juga bisa bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.
108

    

Sehingga dengan alasan dan argumentasi di atas Pemerintah tengah 

mengarahkan isi dari Perpu Ormas kepada pembangunan sistem ideologi 

tunggal pancasila ( sustainability sistem of ideology ) dan UUD NRI Tahun 

1945, sebagai dasar dan landasasn kehidupan bernegara bagi Ormas. Sudah 

barang tentu tujuan dibuatnya Perpu ialah merespon dinamika perkembangan 

ideologi transnasional dan gerakan radikal di Indonesia. Maka tidak salah 

bilamana Pemerintah memperluas definisi Ormas  dengan menambah frasa 

“tercapainya tujuan Negara Kesatnua Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang – Undang Dasar  Negara Rpublik Indonesia Tahun 

1945” Dan, memperluas definis ajaran atau paham yang bertentangan dengan 

Pancasila. Pasal 59 ayat ( 4 ) huruf c menjelaskan bahwa definisi ajaran atau 

paham yang bertentangan dengan Pancasila tidak terbatas pada paham 

ateisme, komunisme/marxisme dan lenenisme. Sehingga paham lain yang 

bertentangan dengan dan UUD NRI Tahun 1945 juga dilarang. Berikut 
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ketentuannya “ yang dimaksud dengan ajarang atau paham yang 

bertentangan dengan pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/ 

marxisme – lenenisme dan / atau paham lain yang bertujuan mengganti / 

mengubah Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945”   

UUNo. 16 Tahun 2017 juga menambah larangan bagi Ormas untuk 

tidak melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau 

golongan Pasal 59 ayat ( 3 ) huruf a. Pasal 59 huruf b, Ormas dilarang 

melakukan penistaan terhadap agama lain. Huruf c ormas dilarang melakukan 

tindakan kekerasan, menggangu ketentraman dan ketertiban umum.  Dan, 

sejumlah ketentuan lainnya yang berkaitan dengan larangan untuk 

menggunakan nama, lambang, bendera atau simbol organisasi yang memiliki 

persamaan dengan nama, lambang, bendera atau simbol organisasi gerakan 

saparatis atau organisasi terlarang
109

.    

Berdasarkan buti –butir perubahan yang ada  di dalam UU No 16 

Tahun 2017, arah politik hukum ormas di Indonesia ialah meneguhkan serta 

menguatkan kembali Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai satu – 

satunya ideologi Negara yang sakral, tidak dapat ditentang oleh paham atau 

ajaran ideologi lain, serta penguatan kembali prinsip–prinsip kerukunan dalam 

bernegara bagi organisasi kemasyarakatan ( Ormas ).   
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B. Mekanisme Pelarangan dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan 

Sistem pembubaran organisasi kemasyarakat di Indonesia dari waktu 

ke waktu berubah sesuai peraturan perundangan yang diberlakukan di eranya. 

Di dalam undang–undang organisasi kemasyarakatan Nomor 17 Tahun 2013 

disebutkan ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk membubarkan 

organisasi kemasyarakatan. Menurut UU No 17 tahun 2013 ini, ketentuan 

sanksi bagi ormas yang “melanggar”  dijelaskan secara rinci pada Pasal 60 

hingga Pasal 82. Akan tetapi, ketentuan tersebut, dapat disederhanakan 

menjadi beberapa tahapan, sebelum ormas yang melanggar itu dapat 

dibubarkan secara kelembagaan. Diantaranya ialah pemberian peringatan 

sebanyak tiga kali kepada ormas yang telah melakukan pelanggaran dan 

keharusan melewati mekanisme pengadilan di dalam membubarkan Ormas.  

Di dalam UU tersbut juga diatur mengenai ormas yang melanggar 

ketentuan dapat dijatuhi sanksi administratif. Dan, bilamana ormas yang 

dijatuhi sanksi administratif atau sanksi tertulis tersebut tidak menghiraukan 

hingga tiga kali peringatan, maka pemerintah bisa menghentikan sementara 

kegiatan ormas yang telah melanggar tersebut. 

Ketentuan di dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tersebut berlangsung 

lama hingga tahun 2017. Diamana aturan mengenai pembubaran beserta 

sangsinya dirasa tidak efektif oleh Pemerintah untuk mencegah munculnya 

ormas yang bertentangan dengan ideologi  pancasila dan UUD 1945. Maka 

Pemerintah mengambil jalan pintas dengan mengeluarkan Perpu Nomor 2 
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tahun 2017. Diantara isi di Perpu tersebut ialah mengenai perluasan definisi 

mengenai ormas, penambahan larangan bagi Ormas  dan mekanisme 

pembubaran Ormas. 

Perubahan radikal terjadi dalam Mekanisme pelarangan dan pemburan 

Ormas. Dimana Ormas dapat dibubarkan oleh lembaga yang memberi izin. 

Lembaga yang mengeluarkan izin ormas memiliki kewenangan untuk 

mencabut dan membatalkan izin status badang hukum dan keterangan 

terdaftar terhadap Ormas melanggar.
110

  

Perbedaan lain juga terdapat pada ketetntuan mengenai peringatan 

yang dikeluarkan Pemerintah kepada Ormas melanggar ialah ketentuan 

peringatan tertulis yang hanya diberikan satu kali peringatan. Setalah 

pemberian peringatan dilalui (satu kali) selanjutnya Menteri Hukum Dan 

HAM dapat menjatuhi sanksi penghentian kegiatan. Bahkan, menteri hukum 

dan HAM dapat mencabut setatus badan hukum ormas yang melakukan 

pelanggaran atau telah dinyatakan melanggar. 

Dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang dimaksud ormas melangar/ 

melakukan pelanggaran ialah apabila melanggar ketentuan larangan pasal 59 

ayat ( 1) menggunakan nama, lambang, dan bendera, atau atribut yang sama 

dengan nama, lambang dan bendera atau atribut lembaga pemerintahan. 

Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang bendera Negara lain atau 
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lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, bendera ormas 

dan/atau. Menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, 

lambang atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.  

Kemudian ayat (3) Ormas dilarang menerima atau memberikan 

sumbangan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan /atau 

mengumpulkan dana untuk partai politik. Ayat (3) ormas juga dilarang 

melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, rasa tau golongan. 

Dialarang melakukan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban 

umum dan fasilitas sosial; dan /atau. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas 

penegak hukum sesuai peraturan perundang –undangan. 

Ketentuan pasal 59 ayat (4) juga melarang menggunakan nama, 

lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada 

pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol 

gerakan separatis atau organisasi terlarang. Kemudian juga dilarang 

melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara kesatuan 

republic Indonesia. termasuk ormas dilarang menganut, mengembangkan, 

serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan pancasila
111

. 

Selanjutnya bilamana terdapat Ormas yang melanggar dan / atau 

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di atas, maka ormas tersebut dapat 
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dijatuhi sanksi sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 61 yaitu sanksi berupa 

peringatan tertulis, penghentian bantuan atau hibah, penghentian sementara 

kegiatan, pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan setatus badan 

hukum.
112

  

Peringatan tertulis di dalam UU sebelum dikeluarkan Perpu Nomor 2 

tahun 2017 dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah sebanyak tiga kali. 

Sedangkan dalam Perpu peringatan tertulis hanya ada satu kali peringatan. 

Kemudian, setelah pemerintah memberi teguran tertulis dan tidak dipatuhi 

atau ormas yang bersangkutan tidak mematuhi maka, Ormas yang 

bersangkutan dapat dijatuhi sangsi sebagaimana disebutkan di dalam pasal 64 

yaitu ; penghentian bantuan dan/ atau hibah dan penghentian sementara 

kegiatan. 

Penghentian sementara sebagaimana dijelaskan harus dilalui dengan 

meminta pertimbangan hukum kepada Mahkamah Agung. Dan, jika 

Mahkamah Agung tidak memberi pertimbangan menurut ketentuan pasal 65 

ayat 2 Pemerintah berwewenang menjatuhkan sangsi pemberhentian 

sementara kegiatan.  

Semua ketentuan yang dijelaskan di atas berlaku bagi organisasi 

kemasyarakatan yang memilki status berbadan hukum atau terdaftar. 

Sedangkan Ormas  yang tidak memiliki status berbadan hukum atau tidak 
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terdaftar menurut ketentuan pasal 68 Pemerintah menjatuhkan sanksi 

pencabutan. Sangsi pencabutan tersebut dilaksanakan oleh Menteri Hukum 

Dan Hak Asasi Manusia.  

Dalam hal Pemerintah melakukan pembubaran terhadap Ormas telah 

diatur di dalam pasal 69 bahwa Pemerintah harus mengajukan permohonan 

pembubaran kepada pengadilan negeri. selanjutnya Permohonan pembubaran 

Ormas sebagaimana diatur Pasal 70 ayat (1) harus diputus oleh pengadilan 

negeri dalam jangka waktu paling lama 60. Demikian Mekanisme 

pembubaran ormas yang diatur oleh uu nomor 17 Tahun 2013 sebelum 

dikeluarkan Perpu.  

Sedangkan di dalam Perpu Ormas ketentuan tentang mekanisme 

Pelaranagn dan pembuabaran dari pasal 63 sampai pasal 80 dihapus dengan 

dilakukan penyederhaan ke dalam pasal 62 yang berisi tiga ayat : ayat ( 1) 

peringatan tertulis kepada ormas yang melanggar diberikan satu kali dalam 

jangka waktu 7 hari. Ayat ( 2 ) bilamana ormas tidak mematuhi peringatan 

tertulis maka pemerintah yang mengurusi bidang hukum dan hak asasi 

manusia menjatuhkan sanksi pemberhentian kegiatan. Dan ayat (3) bilamana 

sanksi penghentian kegiatan tidak dipatuhi maka Menteri Hukum dan Ham 

berwewenang melakukan pecabutan surat keterangan terdaftar atau 

pencabutan status badan hukum ormas. 
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1. Kewenangan Eksekutif dalam Pelarangan dan Pembubaran Ormas 

Menurut UU No. 16 Tahun 2017  

Dalam teori hukum, wewenang
113

 merupakan bagian yang sangat 

penting karena Pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar 

wewenang yang diperoleh dari undang-undang.
114

 Keabsahan suatu tindakan 

Pemerintah selalu diukur berdasarkan wewenang yang diatur di dalam 

peraturan perundang–undangan. Terkait dengan teori wewenang dikenal 

istilah kewenangan atribusi yang digunakan untuk pemberian kewenangan di 

dalam undang–undang terhadap organ/lembaga Negara. Kewenangan tersebut 

dimaksudkan sebagai instrument untuk memenuhi asas legalitas setiap 

kebijakan yang dibuat oleh lembaga Negara. Menurut Ridwan
115

 dalam 

bukunya yang berjudul hukum administrasi Negara bahwa kewenangan 

pemerintah berasal dari peraturan perundang–undangan. Kewenangan atribusi 

mutlak berasal dari undang – undang yang secara eksplisit langsung tertulis 

dan lembaga penerima atribusi dapat memperluas wewenangnya sapanjang 

tidak melewati bidang kewenangan yang telah diatur di dalam undang - 

undang. Kemudian sebagai konsekuesnsinya, setiap organ penerima diberi  
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tanggung jawab serta tanggung gugat yang  melekat pada organ/lembaga  

yang menerima wewenang menurut undang – undang tersebut
116

. 

Menurut undang–undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemeritahan, bahwa kewenangan atribusi adalah kewenangan yang diberikan 

kepada organ / lembaga Negara oleh undang –undang dasar Negara 1945 atau 

undang- undang. Sehingga secara detail bahwa kewenangan atribusi sangatlah 

bergantung pada UUD dan UU.  

Di dalam UU No 16 Tahun 2017 Tetntang Penetapan Perpu Nomor 2 

Tahun 2017 Tentang Ormas diatur mengenai kewenangan pemberian sanksi 

terhadap Ormas yang telah melanggar ketentuang undang–undanga 

sebagaimana dijelaskan di dalam sub bab sebelumnya. Bahwa eksekutif lewat 

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia diberi kewenangan untuk melakukan 

pemberhentian kegiatan dan pencabutan surat keterangan terdaftar bilamana 

ormas yang bersangkutan tidak mematuhi peringatan tertulis setelah 

ditemukan melanggar. Pasal 62 ayat ( 2 ) berbunyi bahwa : dalam hal ormas 

tidak mematuhi sangsi peringatan tertulis maka menteri dan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 

manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sangsi penghentian 

kegiatan. Selanjutnya ayat ( 3) menyatakan bilamana ormas tidak mematuhi 

penghentian kegiatan sebagaimana dijelaskan di dalam ayat 2, maka menteri 
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dan menteri yang menyelenggarakan urusan bidang hukum dan hak asasi 

manusia sesuai kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan 

terdaftar atau pencabutan terhadap status badan hukum yang dimiliki ormas. 

Ketentuan – ketentuan atribusi dalam bentuk pemberian sanksi kepada 

Ormas menurut Perpu  nomor 2 tahun 2017 diberikan kepada lembaga 

eksekutif yakni Menteri Dan Menteri Bidang Hukum Dan HAM. Wewenang 

pemberian sanksi di dalam UU NO. 16 Tahun 2017 sekaligus mempertegas 

keberadaan asas contrarius actus yang sebelumnya tidak dituangkan di dalam 

Uu No 17 Tahun 2013. Pencantuman asas contrarius actus ini dapat memberi 

dampak yang efektif di dalam penanganan/ pemberian sanksi terhadap ormas 

yang melanggar ketentua perundang - undangan.  

Maka dapat diartikan, bahwa keberadaan UU No. 16 Tahun 2017  

yang mempertegas asas contrarius actus merupakan langkan Pemrintah 

memberi wewenang pelarangan dan pembubaran kepada organ / lembaga 

pemberi izin. Kewenangan tersebut dinilai sebagai perubahan radikal di dalam 

sistem pemberian sanksi yang di atur lewat perundang – undanagan. Sebab 

UU Ormas sebelum, pelarangn dan pembuabaran ormas, tidak semata-mata 

dilakukan oleh eksekutif, artinya menteri hukum dan ham tidak dapat 

melakukan langsung pencabutan status badang hukum terhadap ormas. 

Melainkan, harus melalui putusan pengadilan
117
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hukum administrasi Negara dan HAM, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017  
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Eksekutif dalam UU No. 16 Tahun 2017 Ormas tersebut diberi 

sejumlah kewenangan atributif yang memungkinkan proses pemberian sanksi 

lebih efektif. Melalui pasal 62 ayat 1, 2 dan 3, eksekutif melalui asas 

contrarius actus  diberi kekuasaan penanganan kasus ormas berupa pemberian 

sanksi tertulis, penghentian kegiatan dan pencabutan status badan hukum 

ormas. 

 

C. Penerbitan SKB Pelarangan dan Pembubaran Organisasi 

Kemasyarakatan 

UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas sebagaimana dijelaskan pada 

bab sebelumnya, telah mengilhami terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 

Menteri untuk memberikan sanksi kepada Ormas Front Pembela Islam ( FPI ), 

berupa sanksi penghentian kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta 

penghentian kegiatan organisasi. SKB tersebut dikeluarkan pda tanggal 30 

Desember 2020
118

.   

Penerbitan SKB tersebut dilakukan setelah Pemerintah melalui 

Menteri Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia menelaah dan meneliti serta 

mendalami sejumlah pelanggaran FPI terhadap undang – undang. Diatara 

pelanggaran FPI yang menjadi alasan Pemerintah menerbitkan SKB ialah : 

Pertama bahwa: isi anggaran dasar FPI bertentangan dengan Pasal 2 Undang – 

Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan 
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 Diakses pada laman https://web.komenfo.go.id tanggal 27 Agustus 2021 Jam 15.00 wib  

https://web.komenfo.go.id/
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sebagaimana telah diubah ke dalam  Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 

2 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang, 

perubahan atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan . 

Kedua, bahwa keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 01-00-

00/010/D.III.4/IV/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang surat keterangan 

terdaftar ( SKT ) Front Pembela Islam ( FPI ) sebagai organisasi 

kemasyarakatan berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019, dan sampai saat itu FPI 

belum memenuhi syarat perpanjangan SKT, oleh karena itu secara de jure 

terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 FPI dianggap bubar. 

Ketiga, telah ditemukanya sejumlah pengurus dan angora FPI maupun 

yang pernah bergabung dengan FPI, sebanyak 35 orang ( tiga puluh lima) 

terlibat tindak pidana terorisme dan 29 ( dua puluh Sembilan ) diantaranya 

telah dijatuhi hukuman pidana. Disamping tersebut juga ditemukan sebanyak 

206 ( dua ratus enam) orang anggota FPI terlibat tindak pidana umum. Dan, 

100 ( seratus) orang diataranya telah dijatuhi hukuman pidana. 

Keempat, FPI kerap kali melakukan tindakan razia (sweping) di tengah 

– tengah masyarakat yang pada dasarnya tugas tersebut merupakan tugas dan 

wewenang aparat hukum. Sehingga menurut penilaian apa yang dilakukan FPI 

telah melakukan pelanggaran ketentuan hukum yang diatur di dalam undang – 

undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemeritah 
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Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan. 

Sehingga berdasarkan  pertimbangan di atas Pemerintah mengeluarkan 

Surat Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan 

Informatika Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Badang Nasional 

Penanggulangan Terorisme Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol 

dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Fron Pembela Islam (FPI).        

Pembuatan SKB merupakan wewenang atributif tertulis di dalam pasal 

62 ayat ( 2 ) Perpu ormas. Disana  mengatur bahwa Menteri Dalam Negeri 

Dan Menteri Hukum Dan Ham diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi 

penghentian kegiatan terhadap ormas yang terbukti melanggar. Dimana FPI 

telah menjadi elemen yang menjadi motor gerakan politik dan paham yang 

tidak sejalan dengan ideologi pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.  

Surat tertulis dalam bentuk SKB menteri dengan melibatkan 

Mahkamah Agung, Kepolisian dan Badan Penanggulangan Terorisme dan 

Kementerian Informasi, merupakan bentuk dan sikap kehati – hatian 

Pemerintah di dalam menjalankan wewenang pemberian sanksi terhadap 

ormas yang telah melanggar undang – undang.  

 

D. Kedudukan dan Kekuatan Hukum SKB Ormas 
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Surat Keputusan Bersama ( SKB) sebagai produk hukum yang dibuat 

oleh organ / lembaga Eksekutif/ Menteri Negara adalah berseifat beschikking. 

Menurut Jimly Assiddiqe beschikking ialah keputusan yang bersifat individual 

dan kongkret. Keputusan tersebut bisa berupa keputusan yang berisi 

penetapan administrative, juga bisa berupa keputusan yang bersifat vonis
119

. 

Dalam konteks SKB dapat disebut keputusan penetapan administrative dan 

keputusan vonis. Karena itu dapat mengandung dua unsur di dalam cakupan 

keputusan tersebut.  

SKB yang dikeluarkan oleh Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri 

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik 

Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Badang 

Nasional Penanggulangan Terorisme Tentang Larangan Kegiatan, 

Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan  terhadap Fron 

Pembela Islam (FPI) materinya berisi sejumlah keputusan yang bersifat 

putusan vonis ( tetapan). Sifat dari keputusan tersebut ialah administrative, 

sehingga bilamana dilakukan upaya hukum oleh pihak yang merasa dirugikan 

atas keputusan tersebut, maka hanya bisa dilakukan upaya hukum menggugat 

ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga pelaksana 

kekuasaan kehakiman di bidang tata usaha Negara yang menjalankan fungsi 
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 Jimly Asshiddiqie, Prihal Undang – Undang, ( Depok : Raja Grafindo Persada, 2010),9.  
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menyelenggarakan pemerintahan di bidang peradilan.
120

 Di PTUN SKB dapat 

dipertanggung soal – jawabkan oleh organ/ lembaga yang mengeluarkan. 

Sedangkan kedudukan daripada SKB menurut ketentuan di dalam 

undang–undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan  

perundang–undangan, bisa disebut sebagai peraturan yang ditetapkan oleh 

menteri. Keputusan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan 

hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang– 

undangan yang lebih tinggi dan dibentuk menurut kewenangan.     

Artinya dalam konteks penghentian kegiatan lewat SKB sebagai 

putusan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap FPI yang 

dilarang menjalankan aktivitas, menggunakan simbol dan penghentian 

kegiatan.  Maka dari persfektif ilmu perundang – undangan keputusan tersebut 

disebut dengan beliedregels
121

 Ialah Suatu teori yang menyebutkan bahwa 

suatu keputusan administrasi pejabat Negara yang bersifat mengatur dan 

mengikat sebagai keputusan administratif. 

Kedudukan SKB yang telah dibuat berdasarkan kewenangan yang 

diatur di dalam undang – undang berkualifikasi sebagai aturan kebijakan 

administrative yang mengikat khusus dan konkret. Keputusan Menteri yang 

bersifat administratif yang mengikat dan kontret tidak dapat dijadikan objek 

                                                           
120

 Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara 

121
 Bagir Manan dan Kuanta  Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, (Bandung, 

Pelita, 1997), 169  
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pengujian pada mahkamah Agung, karena yang diuji oleh Mahkamah Agung 

ialah  peraturan menteri yang memiliki kekuatan hukum tetap yang bersifat 

mengikat umum. sehingga kesimpulan daripada pendapat ini ialah terhadap 

SKB Ormas hanya bisa dilakukan upaya hukum ke Peradilan Tata Usaha 

Negara. Walaupun sebagian pakar Hukum seperti Seno Adji, mengatakan 

bahwa FPI tidak dapat mengajukan gugatan atas diterbitkannya SKB oleh 

Pemerintah, karena FPI dianggap tidak memenuhi syarat dikarenakan tidak 

memiliki legal stending sebagai badan hukum atau subek yang dapat 

mengajukan gugatan.
122
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 Dikutip dari berita harian Nasional Tempo.co dipublikasi pada 3 Januari 2021 
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BAB IV 

MENAKAR POLITIK HUKUM PENERBITAN SKB MELALUI DOE 

PROCESS OF LAW 

 

A. Hakikat Doe Process Of Law 

Doe process of law model ( DPM ) di dalam sistem peradilan pidana 

diibaratkan sebagai suatu mekanisme “ ban berjalan” yang pada tiap-tiap 

tahapan dilakukan pengujian. Dengan tujuan menjawab apakah suatu proses 

telah dilakukan sebagaimana mestinya oleh para petugas yang memiliki 

kewenangan.
123

 Karena metode DPM tidak sama dengan  Crime Control 

Model ( CCM ). Di dalam CCM yang diutamakn ialah proses  efisiensi, 

sedangkan di dalam DPM bukan efesiensi, melainkan penekanan pada 

pelaksanaan aturan–aturan hukum yang mengatur dengan benar dan 

semestinya, karena dihawatirkan jika yang diutamakan aspek efesiensi akan 

terjadi penyimpangan – penyimpangan di dalam pelaksanaan hukum acara.  

Pada bagian ini terlihat jelas bahwa yang melandasri sistem DPM ialah 

asas “presumption of innocence” bukan asas “ presumption of guilt”.
124

  

Ialah bahwa dalam penegakannya hukum harus menganut asas praduga tak 

bersalah. Karena tujuan utama dari sistem DPM ialah memberi perlindungan 

                                                           
123

 Maroni, Wajah Hak Asasi Manusia dalam Peradilan Pidana, ( Lampung : Anugrah Utama 
Raharja, 2018), 23 - 25 

124
 Presumption of Innocence dan Presumption of quilt merupak dua asas yang digunakan 

sebagai perspektif Hukum Acara Pidana dalam dua pandangan yang berbeda tentang doe process of 
law model dan crime control model  
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seseorang yang sungguh–sungguh tidak bersalah dan menuntut meraka yang 

benar – benar bersalah.  

Di dalam KUHAP  Indonesia, bagian umum ke – tiga menyebutkan 

tentang asas – asas yang menjadi hak tersangka atau terdakwa, bahwa ; 

setiap orang yang disangka, ditangkan, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan 

di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya 

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memproleh 

kekuatan hukum tetap
125

.  

  DPM dalam hukum ini selalu menitikberatkan pada aspek 

perlindungan atas harkat dan martabat tersangka atau terdakwa. Sehingga 

KUHAP mengatur secara jelas sepuluh asas di dalam butir penjelasan 

tentang perlindungan tersangka :  

1. Perlakuan yang sama atas diri semua orang di muka hukum dengan 

tidak mengadakan pembedaan perlakuan 

2. Penangkapan, penahanan, penggeladahan, dan penyitaan hanya 

dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi 

wewenang oleh undang – undang dan hanya dalam hal dan dengan 

cara yang diatur undang – undang. 

3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau 

dihadapkan di muka sidang pengadilan , wajib dianggap tidak 

bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan 
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 Lihat Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP )Indonesia 
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kesalahannya dan memperoleh kekuartan hukum tetap. 

4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau pun 

diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang dan atau 

karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang 

ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada 

tingkat penyidikandan para pejabat penegak hukum yang dengan 

sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum 

tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman 

administrasi. 

5. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya 

ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak. 

6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan 

memperoleh bantuan hukum yang semata – mata diberikan untuk 

melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya. 

7. Kepada seorang tersangka, sejak dilakukan penangkapan atau 

penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa 

yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya, 

termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat 

hukum. 

8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa 

9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum 

kecuali dalam hal yang diatur dalam undang – undang. 
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10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana 

dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan. 

 Tetapi persoalan  yang muncul ialah apabila DPM dilakukan di dalam 

sistem pelarangan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan a quo 

sebagaimana di dalam UU No. 17 Tahun 2013 sebelum diterbitkan UU yang 

baru, maka jelaslah Pemerintah membutuhkan waktu yang lama untuk dapat 

melakukan pelarangan dan pembubaran.  

Padahal  perkara Ormas tidak ansih perkara pidana karena juga 

menyangka masalah administrasi lembaga. Dengan kata lain, jika dalam 

masalah pidana pelaksanaan hukum acara memperhatikan hak – hak 

tersangka atau terdakwa karena menyangkut person (individu), maka di 

dalam  hukum Ormas dapat pula menyangkut organisasi/ lembaga atau 

institusi, kecuali bila diduga ada tindakan pidana dilakukan oleh anggota dan 

/ atau pengikut organisasi tersebut. Maka menurut hemat penulis paradigma 

hukum Pemerintah memasukkan perkara ormas sebagai hukum administrasi 

telah sangat beralasan dan benar.    

 

B. Penerbitan SKB dalam Perspektif Doe Process Of Law 

 

Menurut Heri Tahir, mengutip Herbert L.Packer, prinsip doe 

process of law adalah model penegakan hukum yang sarat dengan nilai–nilai 
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kemanusian di dalam mekanismenya.
126

.Sehingga dalam pelaksanaan due 

procees of law menurut Tobias dan dan Petersen sebagaimana dikutip oleh 

Heri Tahir, ialah mengandung jaminan konstitusional yang kuat“ 

constitutional guaranty, that no personwil be devrived of live, liberty of 

property, for reation that are arbitrary, protect the citizean agints arbitrary, 

action of the government
127

”   

Konsep Proses hukum subtantif ( doe process of law) di atas  

mengajukan pertanyaan apakah perampasan kemerdekaan atau hak milik 

oleh Pemerintah dapat dibenarkan dengan tujuan yang dianggap memadai?.  

Atau dalam konteks tulisan ini, pemberian sanksi terhadap ormas FPI telah 

selaras dengan hukum prosedural, serta menanyakan apakah Pemerintah 

telah mengikuti prosedur yang tepat ketika mengambil dan/atau merampas 

kebebasan warga Negara untuk berserikat dan berkumpul ?  

Pertanyaan–pertanyaan substantif dan teoritik tersebut pernah 

ditanyakan di dalam tulisan salah seorang Profesor di Uiversity of Chicago,  

Erwin Chemerensky128, dalam artikelnya yang berjudul substantive doe 

process. Chemerensky, bertanya sekaligus menyampaikan ide–ide 

revolusionernya mengenai gagasan substantive doe process yang relavan 
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 Dian Ratna Sari Hariyanto, Due Process Of Law dalam KUHAP di Indonesia, Fakultas 
Hukum Universitas Udayana, Tahun 2017,2.  

127
 Ibid,. 6. 

128
 Erwin Chemerensky adalah profesos di bidang hukum dan politik di Universitas California 

yaitu Univercity of shouthem California law school  yang kemudian mengembangkan studinya 
tentang hukum tata Negara di Univercity of Chicago, menulis karya monumental di bidang hukum 

tata Negara dengan judul Constitutional law principle. 
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dengan jaminan HAM;  

“Subtantive due process asks the question of whether the 

governments deprivation of a persons life liberty or property is 

justified by a sufficient purpose. Procedural due process, by 

contrast, asks whether the governments has the followed the 

proper procedures when it takes a way life, liberty or property . 

substantive doe process looks to whether there is sufficient 

substantive justification. A good enough reason for such 

deprivation129”.   

Chemerinsky dalam kasus tersebut mengajukan pertanyaan yang 

sangat krusial di dalam konsep doe process of law, yang secara sepesifik 

berkaitan dengan jaminan kemerdekaan. Pertanyaanya yaitu : apakah 

perampasan kemerdekaan dan hak milik oleh pemerintah dapat dibenarkan 

dengan tujuan yang dianggap memadai? sehingga keputusan hukum bisa 

diterima oleh pencari keadilan. Menurutnya segala process substantive 

melihat prosedur penegakan yang tengah dilalui oleh government sehingga 

dapat memberikan alasan pembenaran yang baik dan substantif . 

Di bagian ini Chemerinsky, menekankan proses hukum substantif 

(doe process of law) dimana di dalam setiap proses hukumnya harus 

memenuhi unsur jaminan konstitusional ; ialah bahwa tidak ada orang yang 

                                                           
129

 Erwin Chemerensky, Substantive Doe Process, Touru Lawa Review, Volume 15. Halam 
1502 
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dirampas kehidupannya, kebebasan propertinya, untuk alasan yang 

sewenang-wenang.  Hal itu, ialah di dalam rangka melindungi warga negara 

dari kesewenang-wenangan tindakan Pemerintah. Dalam artian, bahwa 

segala tindakan hukum Pemerintah harus memperhatikan aspek keadilan dan 

jaminan hak asasi dan kemerdekaan bagi warga Negara. 

Dengan kata lain semua jenis penyelenggraan hukum  yang adil 

ialah harus mencerminkan perlindungan terhadap hak–hak yang diadili 

sebagai syarat terselenggaranya proses hukum yang adil. Sehingga di bagian 

ini,  Heri Tahir, berkesimpulan sebenarnya prinsip due process of law tidak 

semata – mata rule of law, tetapi ia lebih menitikberatkan pada law which 

hears bifore it condems, wich proceeds upon inquiry, and reders judgement 

only after trial, yang pada esensinya adalah perlindungan hak yang diadili 

terhadap arbitrary action of government130.
  

Arbitrary action of government tersebut menurut Chemerinsky 

harus dihindari di dalam pelaksanaan pengambilan hak kebasan Ormas. 

Namun persoalannya yang terjadi ialah ketika berada pada masalah politik 

hukum di dalam sistem pembubaran ormas. Pada rezim sistem pemberian 

sanksi terhadap ormas ini tidak mengenal prosedur pemberian sanksi 

terhadap ormas melanggar yang mengharuskan prosedur peradilan 

sebagaimana proses peradilan di Mahkamah Agung.  

UU Ormas yang baru merevolusi undang – undang yang lama 

                                                           
130

 Ibid,. 8. 
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dengan memasukkan perkara ormas ke dalam rezim administrasi. Dimana 

terjadi simplikasi penanganan ormas dalam pelarangan dan pembubarannya. 

Sehingga jelas rezim penanganan ini bukan lagi berbicara asas substantive 

doe process dalam prosedur tetapi berbicara tentang paradigma hukum 

administrasi dengan pendekatan doe process. 

Setelah wewenang kekuasaan penanganan dan pemberian sanksi 

diberikan kepada organ / lembaga eksekutif, dalam hal ini Menteri dalam 

Negeri dan Menteri Bidang Hukum Dan Asasi Manusia, maka, di sinilah 

procedure substantive itu menjadi penting diperhatian. SKB terhadap FPI 

tidak berarti pemangkasan kebebasan berkumpul dan berserikat tetapi 

sebagai proses akhir menyangkut ketentuan administratif di dalam undang – 

undang. Process pelaksanaan hukumnya ialah dimulai dari peringatan tertulis 

dan bergantung kepada alasan – alasan yang dibuat oleh eksekutif sebagai 

pembuat keputusan. Sebagaimana pendapat Chemerensky, Substantive 

means the government must show a compelling reason131.  

Chamerinsky mencoba lebih adaptatif dan sederhana dengan 

memilih berpendapat bahwa pemangkasan kemerdekaan berserikat dan 

berkumpul bisa dilakukan dengan catatan bahwa Pemerintah harus 

memperlihatikan  alasan - alasan yang kuat  ( must show compelling reason) 

yang akan menunjuk pembenaran yang memadai terhadap perampasan 

kemerdekaan orgnasi kelompok masyarakat.    

                                                           
131

 Ibid Erwin Chemerinsky, 1502 
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Alasan Chemerinsky bahwa, Substantive standards that leave 

determination unusually open the subjective values of the judge. Artinya 

standar doe process of law sangat bergantung terjadap bagaimana pandangan 

subjektif hakim atau penentu keputusan dalam hukumadministrasi. Dalam 

penanganan kasus pelanggaran oleh ormas pasca beralih ke rezim 

administrasi, subjektivitas tersebut sangat bergantung bagaiamana pendapat 

subjektif Kementerian dalam Negeri dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. 

Pendapat tersebut semula ditolak oleh Atip latiful Hayat, bahwa 

doe process of law bukan hanya adanya  doe process dalam pengertian 

terpenuhinya HAM ansikh. Tetapi doe process of law mensyaratkan 

terpenuhinya hak prosedural dasar ( basic procedural righ ) dan 

terlindunginya hak substantif ( substantive righ )132. Hak prosedural adalah 

hak yang dimiliki seseorang untuk memperoleh prosedur yang benar dan 

tepat dari pengambilan keputusan eksekutif. Oleh karenanya tidak bisa 

secara sepihak mengeluarkan keputusan tanpa uji kelayakan hukum. 

Sedangkan hak substantive dasar adalah hak – hak umum yang dimiliki 

seseorang untuk melakukan sesuatu atau memilih sesuatu meskipun 

pemerintah menginginkan yang sebaliknya misalnya hak untuk memilih 

berkelompok dengan Ormas. 

Pemerintah terhadap hak substantif dapat membatasi dan 

                                                           
132

 Atip Latipul Hayat,  Doe Process of Law, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, hlm. 1    
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megurangi sesuai dengan alasan – alasan tertentu yang memadai. Misalnya 

sebagaimana dibatasi oleh UU a Quo, bertkaitan dengan paham atau ajaran 

yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 terhadap paham 

ateisme, lenenisme, marxisme atau paham yang bertujuan mengganti / 

mengubah pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.133   

Pada bagian tersebut Pemerintah bisa mengurangi dan membatasi 

hak substantif  FPI bilamana terbukti sebagai Ormas yang memiliki paham 

yang bertujuan mengubah/ mengganti Pancasila dan Undang –Undang Dasar 

Negara Tahun 1945. Namun, Pemerintah dalam hal  proses harus memenuhi 

basic procedural righ yang ditentukan di dalam UU. Dengan kata lain 

bahwa antara substantive righ dan basic procedural righ semuanya tidak 

boleh ada yang dilanggar.  

Kesimpulan menjawab masalah tersebut mrnutut Atip ialah bahwa 

basic procedural righ dan substantive righ adalah dualitas asas yang saling 

bersinergi di dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Meskipun penulis 

melihat bahwa Atip tidak berikokoh membela argumen penegakan HAM 

tersebut. Karena Atip sebagaimana Chemerinsky, memberi penjelasan 

bahwa esensi dan substansi asas doe prcess of law bukan formalitas 

terselenggaranya suatu proses peradilan, akan tetapi esensi dari asas tersebut 

                                                           
133

 Lihat Penjelasan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 59 ayat 4 huruf ( c) 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 
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ialah bahwa penerbitan SKB harus dilakukan secara  reasonable , just dan 

proper. 

Mengenai terlaksananya asas reassonalbe, just dan proper, dalam 

konteks ini yurisprudensi Mahkamah Agung memberi arahan yang jelas 

dalam penetapan asas kepastian hukum materiil, dalam memutus perkara 

TUN melihat Putusan MA RI No. 505 K/TUN2012 dan Putusan MA RI No. 

99/PK/2000. Hakim Agung memberikan makna bahwa kepastian hukum 

menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan KTUN, 

wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan 

keadilan.   

Prinsip reasonable di sini ialah keadilan prosedural yang harus 

dipatuhi oleh pejabat publik ketika menjalankan kekuasaan hukum yang 

dapat mempengaruhi hak orang lain atau kepentingan dan harapan yang 

dimiliki individu-individu. Hal itu dipandang perlu digunakan untuk 

memungkinkan bahwa pembuat kebijakan akan membuat keputusan yang 

adil dan tidak memihak. Artinya pemdapat ini mengatakan bahwa keadilan 

prosedural adalah memberikan jalan yang adil kepada orang – orang yang 

dipengaruhi oleh suatu keputusan. Sedangkan asas keadilan ( just) diartiakan 

sebagai “asas keseimbangan” dan“asas fair play”
134

.     

                                                           
134

 Philipe Nonet dan Philip Selznick, Law and society in transition toward responsive law, 
(New York : Hegerston Sanpranscsco, Publisher 1978) hlm 155  dikutip dari Ceklis Setya Pratiwi dkk, 
Asas – asas umu Pemerintahan yang baik, diterbitkan oleh Center For International legal corporation 
dan Indonesian Institute For Independent Judiciary    
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Tentu tidak hanya asas reasonable, just dan proper yang bisa 

memberi perlindungan terhadap hak – hak warga masyarakat, tetapi juga 

sejumlah asas lain yang penting dijadikan dasar menilai dalam aspek materiil 

misalnya ialah asas larang bertindak sewenang – wenang bagi pejabat tata 

usaha Negara, hal itu penting untuk menciptakan pemerintahan yang baik 

(god government). 

Di sini baik Atip dan Chemerinsky memiliki kesamaan argument 

bahwa adanya peradilan tidak dengan sendirinya merupakan doe process of 

law, apabila tidak dilakukan secara reasonable, just dan proper. Karena bisa 

saja Mekanisme Pembubaran Ormas yang diatur Undang–Undang Nomor 16 

Tahun 2017, pasal 62 ayat 2 dan ayat (3) secara eksekusi bisa dilakukan 

secara reasonable, just dan proper. Sehingga kesimpulan dari penulis bahwa 

peradilan bukan satu – satunya basic procedural righ di dalam doe process 

of law dalam kontek pembubaran Ormas.   

Selanjutnya jika kita cermati secara rinci bahwa pokok isi dari 

SKB Pembubaran FPI sebenarnya mencerminkan pelaksanaan asas – asas 

pemerintahan yang baik secara keseluruhan. Misalnya di dalam SKB 

menyebutkan adanya bukti bahwa AD / ART yang FPI bertentangan dengan 

Pasal 2 UU Ormas. Kemudian, di dalam SKB dituangkan alasan 

pembubaran ialah SKB dibuat di dalam rangka menjaga eksisensi ideologi 

pancasila, konsensus dasar, UUD NRI Tahun 1945 dan menja keutuhan 

Negara. Kemudian SKB juga menyebutkan data adanya pelanggaran 
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ketentuan hukum yang dilakukan oleh FPI dengan melakukan tindakan razia 

(sweeping) di tengah – tengah masyarakat.  

Maka dalam penerbitan SKB Pemerintah dapat disebut telah 

menjalankan asas lain yaitu asas kepentingan umum penyelenggaraan 

pemerintahan. Asas dimana Pemerintah dalam mengeluarkan keputusan 

mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan peribadi atau 

kelompok. Dalam hal kepentingan umum terdapat pembatasan kepentingan 

pribadi, karena kepentingan tersebut pada hakikatnya tercakup ke dalam 

kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional yang berdasarkan asas 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
135

. Dalam konteks kebijakan 

SKB, kebijakan yang dibuat ialah untuk menjamin terpenuhinya kepentingan 

masyarakat, bukan sekelompok orang.  

Namun, pendapat yang diuraikan di atas tida berarti penulis setuju 

keseluruhan terhadap ketentuan pasal 62 ayat 2 dan ayat 3, karena proses 

tersebut undue ( tidak patut ) dan bisa merugikan ( demage has been done) 

karena ketiadaan ruang dan kesempatan kepada Ormas untuk membela diri. 

Sehingga secara logika bisa disimpulkan peradilan lebih memungkinkan 

dilakukan reasonable, just dan proper dibandingkan mekanisme pelarangan 

dan pembubaran sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (2) dan ayat (3).  
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 Setya Pratiwi dkk, Asas – asas umum Pemerintahan yang baik, diterbitkan oleh Center For 
International legal corporation dan Indonesian Institute For Independent Judiciary  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah Pertama, bahwa Politik 

hukum mikenisme pelarangan dan pembubaran Ormas telah dilakukan 

Pemerintah dengan memasukkan norma baru ke dalam UU Ormas yaitu 

dengan mencantumkan asas contrarius actus, dan menghapus pasal – pasal 

di dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang mengatur tentang 

proses pelarangan dan pembubaran Ormas melalui kekuasaan kehakiman.  

Implikasi hukum dari perubahan tersebut yaitu: Peritama, setiap 

ormas berkewajiban menerapkan pancasila secara utuh, menjaga keutuhan 

negara, serta tidak memiliki ideologi dan/ atau paham yang bertentangan 

dengan ideologi Pancasila dan UUD NRI Tahun1945. Kedua, segala 

bentuk pemberian sanksi terhadap ormas, baik sanksi administratif 

peringatan tertulis, pelarangan kegiatan dan pembubaran, dilakukan oleh 

eksekutif melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. Ketiga, dalam proses pelarangan dan/ atau pembubaran 

terhadap Ormas, Pemerintah tidak lagi melibatkan peran kekuasaan 

kehakiman. Keempat, undang – undang no 16 tahun 2017 mengilhami 

terbitnya SKB Pembubaran FPI Nomor 220 – 4780 Nomor MH 

14.HH.O5.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomo 264 Tahun 
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2020, Nomor KB/3/X10/2020 Nomor 320 Tahun 2020, berisi tentang 

larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian 

kegiatan. 

Kedua, konsep Doe Process of law melihat bahwa esensi dan 

substansi asas doe prcess of law dalam pelarangan dan pembubaran ormas 

tidak terletak dalam formalitas terselenggaranya suatu proses peradilan, 

karena pengadilan dianggap bukan satu –satunya basic procedural righ di 

dalam penegakan prinsip doe process of law.  tetapi esensi yang 

sesungguhnya ialah bahwa penerbitan SKB harus dilakukan secara  

reasonable , just dan proper, mengutamakan kepentingan umum dan tidak 

sewenang - wenang.  

 

B. Saran 

Perubahan norma di dalam UU Ormas  merupakan agenda politik 

nasioanl Pemerintah di dalam rangkan menjaga Negara dari ancaman 

berbahaya ideologi dan gerakan politik luar. UU Ormas secara substansi 

meneguhkan pancasila dan membuat masalah-masalah ormas menjadi lebih 

mudah dikendalikan. Saran dari hasil kajian penelitian ini berkaitan dengan 

UU Ormas No. 16 Tahun 2017, perlu ditambah norma baru yang memberi 

ruang kepada Ormas untuk menyampaikan hak jawab melalui pejabat atu 

lembaga pemberi izin dan sanksi agar memenuhi rasa keadilan warga 

negara. 
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